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ABSTRAK 

 
SISTEM UPAH BURUH TANI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  

DI DESA SAMBIKARTO KECAMATAN SEKAMPUNG KABUPATEN 

LAMPUNG TIMUR  

 

Oleh: 

 

ODI HASNAN 

NPM: 2103011072 

 
Tenaga kerja merupakan unsur penting dalam proses produksi, termasuk sektor 

pertanian yang bergantung pada buruh tani. Beban kerja yang berat dan berisiko 

seharusnya diimbangi dengan pemberian upah yang layak. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui sistem pengupahan buruh tani serta menilai kesesuaiannya dengan 

prinsip-prinsip pengupahan dalam perspektif Ekonomi Islam di Desa Sambikarto, 

Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Fokus penelitian adalah meliputi 

mekanisme penetapan upah, besaran upah yang diterima sekaligus relevansinya 

terhadap prinsip keadilan, kelayakan, kerelaan, dan ketepatan waktu. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field Research), 

adapun sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif serta dalam 

penelitian ini menggunakan cara berfikir deduktif dengan menggunakan sumber data 

primer dan sekunder. Tujuannya agar dapat mendeskripsikan dan mengetahui Sistem 

Upah Buruh Tani Perspektif Ekonomi Islam di Desa Sambikarto Kecamatan 

Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah wawancara dan dokumentasi, wawancara dilakukan kepada kepala desa, buruh 

tani dan pemilik lahan serta dokumentasi digunakan untuk pelengkap guna 

menggunakan data sebagai bahan informasi yang berupa data-data terkait pelaksanaan 

buruh tani di desa Sambikarto. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengupahan masih menggunakan 

pola tradisional yaitu dilakukan cara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Pengupahan 

terdiri dari upah harian dan borongan, dengan upah buruh laki-laki sebesar Rp55.000 

per hari dan perempuan Rp50.000 per hari. Meskipun dibayar tepat waktu, upah 

tersebut belum memenuhi kebutuhan hidup layak dan tidak sepenuhnya sejalan dengan 

prinsip keadilan dan kelayakan dalam ekonomi Islam. Kondisi ini menunjukkan adanya 

ketimpangan dan potensi eksploitasi terhadap buruh tani. Sistem upah buruh tani di 

desa Sambikarto secara nilai telah mencerminkan kesadaran akan pentingnya 

keadilan dan keseimbangan, namun secara praktik belum sepenuhnya sesuai 

dengan prinsip ekonomi Islam. 

 

Kata Kunci: Sistem Upah, Buruh Tani, Ekonomi Islam 
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عْطُوا
َ
جِيََ أ

َ
جْرَهَُ الْْ

َ
نَْ قَبلََْ أ

َ
َ أ  عَرَقهَُُ يََِف 

 

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering”  

(H.R. Ibnu Majah).   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perekonomian merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat, 

seluruh aktivitas pemenuhan kebutuhan tidak dapat dilepaskan dari proses 

ekonomi. Dalam kegiatan tersebut, manusia berperan sebagai penggerak 

utama dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi, baik yang bersifat primer 

seperti pertanian, perindustrian, perdagangan maupun yang bersifat sekunder 

seperti pariwisata dan transportasi. Permasalahan ekonomi yang sering 

muncul berkaitan erat dengan peran dan efektivitas manusia dalam mengelola 

serta mengembangkan sumber daya tersebut. Manusia memiliki peran yang 

sangat penting dalam menjalankan sumber-sumber tersebut, hal ini disebabkan 

karena kegiatan produksi dapat dilakukan oleh manusia sehingga hasil 

produksi yang dihasilkan dapat dirasakan oleh masyarakat luas.
1
 

Salah satu contoh nyata dari peran penting manusia dalam sektor 

ekonomi yaitu pada bidang pertanian. Pertanian merupakan sektor krusial 

dalam hal perekonomian banyak negara, terutama pada negara-negara dengan 

mayoritas penduduk yang bergantung pada sektor ini. Melalui keterlibatan 

aktif manusia, mulai dari menjadi tulang punggung yang tidak hanya 

menyuplai kebutuhan pangan, tetapi juga membuka lapangan kerja dan 

mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, dibalik peran penting ini 

                                                           
1 Zainol Fata dan Paesol, ‘Analisis Konsep Upah Dalam Perspektif Ekonomi Islam’, 

Ta’amul: Journal of Islamic Economics, (2023), h 119. 



2 
 

 
 

masih terdapat persoalan serius yang perlu diperhatikan terutama dalam hal 

pengupahan.
2
 Praktik dalam pengupahan di sektor pertanian tidak jarang 

menimbulkan ketimpangan, terutama bagi para buruh tani yang bekerja di 

lahan milik orang lain.  

Buruh tani merupakan seseorang yang bekerja di lahan pertanian milik 

orang lain untuk memperoleh hasil atau upah dari pemilik lahan. Pekerjaan 

yang dilakukan berupa membersihkan, mengelola dan memanen lahan atau 

kebun tempat buruh tani bekerja.
3
 

Buruh tani pada hal ini memainkan peran yang krusial dalam kegiatan 

pertanian, namun mereka sering kali menghadapi tantangan yang sedemikian 

rupa signifikan terkait upah yang dibayarkan. Dalam konteks ekonomi Islam, 

upah buruh tani yang adil akan memberikan kesejahteraan selain itu juga 

merupakan salah satu elemen kunci untuk mencapai keadilan sosial serta 

keberlanjutan ekonomi. Namun kenyataannya hal tersebut masih menjadi 

masalah terkait dengan buruh tani yang masih menjadi isu kompleks, lalu isu 

kompleks tersebut dapat bervariasi serta berkonteks sosial ekonomi.
4
 

Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 

tentang ketenagakerjaan menjelaskan “bahwa dalam rangka membangun 

manusia Indonesia seutuhnya dan membangun Masyarakat Indonesia 

seluruhnya untuk mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera, adil, makmur dan 

                                                           
2 Nur Ichsan, ‘Muzara’ah Dalam Sistem Pertanian Islam’, Mu’amalat: Jurnal Kajian 

Hukum Ekonomi Syariah, 10.1 (2020), h 79-80. 
3 Yuni Aster Juanda dan Bob Alfiandi, Strategi Bertahan Hidup Buruh Tani Di Kecamatan 

Danau Kembar Alahan Panjang, 9.2 (2019), h 515. 
4 Muhammad Syarul Hidayat dan Agus Eko Sujianto, ‘Meninjau Upah Buruh Tani Dalam 

Perspektif Ekonomi Islam : Studi’, Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (Jekombis), 

2.3 (2023), h 2. 
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merata, baik material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, 

maka dalam pelaksanaan pembangunan nasional tenaga kerja atau buruh 

mempunyai peranan dan kedudukan penting sebagai pembangunan”
5
. Maka 

dari itu kualitas tenaga kerja serta dalam pembangunan dan peningkatan 

perlindungan hak-hak buruh sangat diperlukan. Para pekerja atau buruh 

seringkali dieksploitasi dalam proses produktivitas, maka dari itu para pekerja 

atau buruh perlu mendapatkan perlindungan atau hak-haknya dalam hal 

pemberian upah.  

Upah secara umum merupakan pembayaran atau imbalan yang diterima 

oleh pekerja atau buruh berkat pekerjaan atau jasa yang telah digunakan. Bisa 

dikatakan bahwa yang dimaksud dengan upah yaitu bentuk kompensasi atau 

imbalan atas jasa yang telah diberikan oleh tenaga kerja. Sistem upah yang 

dikehendaki dalam Islam yaitu terpenuhinya nilai-nilai keadilan, baik dari 

pihak yang bekerja sama agar saling menguntungkan serta tidak ada pihak 

yang merasa dirugikan sehingga tujuan dari kerjasama bisa terpenuhi dengan 

baik.
6
 

Sistem pengupahan yang mencerminkan cara pemberian upah kepada 

buruh meliputi sistem pengupahan berdasarkan waktu, hasil dan borongan. 

Sistem waktu menentukan upah berdasarkan standar waktu seperti jam, 

minggu atau bulan tanpa mempertimbangkan prestasi, sementara sistem hasil 

mengaitkan upah dengan kesatuan unit yang dihasilkan atau dijual. Sistem 

                                                           
5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 

(LN No.39, TLN No.4279). 
6 Asmuliadi Lubis, ‘Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Harian 

Penggarapan Sawah:(Studi Kasus Di Desa Ciawigajah Kecamatan Beber’, Al Barakat-Jurnal 

Kajian Hukum Ekonomi Syariah, 2.1 (2022), h 1–18. 
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borongan menetapkan upah berdasarkan volume dan durasi pekerjaan.
7
 Disi 

lain, ketentuan mengenai upah minimum berfungsi sebagai batas perlindungan 

pendapatan pekerja. 

Upah minimum merupakan upah bulanan terendah yang terdiri dari 

upah tanpa tunjangan atau upah pokok yang termasuk tunjangan tetap. Upah 

minimum hanya berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang 

dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan.
8
 Pada Upah Minimum 

Provinsi (UMP) Lampung tahun 2024 yaitu sebesar Rp2.716.497.
9
 

Peraturan Undang-Undang yang merupakan dasar hukum mengenai 

penetapan kebijakan upah yaitu dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 pasal 89 yang berbunyi “Pemerintah menetapkan kebijakan 

pengupahan yang melindungi pekerja/buruh”. Pasal ini menegaskan peran 

aktif pemerintah dalam menjamin perlindungan terhadap hak pekerja melalui 

kebijakan pengupahan yang adil. Pasal ini menjadi dasar hukum bagi 

pemerintah pusat dan daerah untuk menetapkan regulasi terkait upah 

minimum.
10

 

Upah mengacu pada penghasilan tenaga kerja. Teori upah ini pada 

umumnya diterima oleh teori produk marjinal, menurut teori ini upah 

ditentukan oleh keseimbangan antara kekuatan permintaan dan persediaan. 

                                                           
7 N. Shyreen A, Achmad Fauzi, dan Oktarina, ‘Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja 

Karyawan: Gaji, Upah Dan Tunjangan (Literature Review Akuntansi Manajemen)’, Jurnal 

Ekonomi Manajemen Sistem Informasi, 3.4 (2022), h 466. 
8 Endrico Geraldo Teneh, Anderson G. Kumenaung, dan Amran T. Naukoko, ‘Dampak 

Upah Minimum Provinsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dan Kesejahteraan Masyarakat Di 

Pulau Sulawesi (2014-2018)’, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 19.04 (2019), h 73. 
9 Badan Pusat Statistik, “Upah Minimum Provinsi Tahun 2024” 
10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 

(LN No.39, TLN No.4279), Pasal 89 ayat (1). 
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Penyerapan terhadap buruh oleh majikan dilarang oleh Islam, dalam hal ini 

mengutip pernyataan Nabi SAW. 

عْطُوا
َ
جِيََ أ

َ
جْرَهَُ الْْ

َ
نَْ قَبلََْ أ

َ
َ أ  عَرَقُهَُ يََِف 

 

 Artinya: “Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya 

kering” (H.R. Ibnu Majah).
11

 

Dikutip dari hadis tersebut bisa dijelaskan wajibnya mensegerahkan 

memberikan upah buruh setelah selesai bekerja jika ia meminta, meskipun ia 

tidak berkeringat atau berkeringat namun sudah kering. Seorang buruh yang 

telah menunaikan pekerjaannya berhak serta lebih pantas mendapatkan 

upahnya dengan sesegera mungkin karena upah tersebut merupakan harga 

kerjanya bukan harga barang dagangannya.
12

  

Sistem upah dalam perspektif Islam dikenal dengan istilah Ijarah yaitu 

imbalan yang dibayarkan kepada pekerja sesuai dengan jasa yang diberikan 

berdasarkan prinsip keadilan, keterbukaan akad dan persetujuan kedua belah 

pihak. Islam menekankan bahwa upah harus dilakukan secara transparan, 

dengan akad yang jelas dan adil tanpa unsur eksploitasi atau penundaan tanpa 

alasan yang dibenarkan.
13 

Terdapat beberapa indikator yang umum digunakan sebagai dasar 

penentuan besaran upah. Salah satunya yaitu sistem upah berdasarkan 

produksi, yakni pemberian upah yang dihitung dari jumlah hasil kerja atau 

                                                           
11 Imam Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, Kitab Hadits Ibnu Majah Jilid 3, 

Gema Insani, 2016, h 817. 
12 Yono dan Amelia Amie, ‘Upah Perspektif Islam Dalam Pengembangan Ekonomi’, 12.1 

(2021), h 122-123. 
13 Fauzi Ahmad, ‘Iqtishodia : Jurnal Ekonomi Syariah The Wage System ( Ijarah ) In Islam : 

A Comparative Perspective of the Scholars’, 2021, h 34. 
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produksi yang mampu dicapai pekerja. Selain itu, ada juga sistem upah 

berdasarkan senioritas, yaitu dengan ditetapkannya besaran upah oleh tingkat 

pengalaman dan masa kerja sehingga semakin senior, semakin tinggi pula 

upah yang diterimanya. Disamping itu, terdapat sistem upah berdasarkan 

kebutuhan, yakni mekanisme pengupahan yang dirancang untuk memenuhi 

kebutuhan hidup pekerja secara layak sesuai kondisi sosial ekonomi yang 

berlaku. Ketiga indikator tersebut menjadi acuan penting dalam memahami 

variasi sistem pengupahan yang diterapkan dalam berbagai sektor, termasuk 

sektor pertanian ekonomi. Dalam ekonomi Islam upah dipahami sebagai 

imbalan atas pekerjaan atau jasa yang diberikan seorang pekerja, bukan 

semata sebagai biaya produksi bagi pengusaha. Upah ini harus mencerminkan 

prinsip keadilan, kemanfaatan dan kontribusi pekerja. Hal ini berlaku di 

banyak tempat, termasuk di Desa Sambikarto. 

Desa Sambikarto adalah sebuah desa yang merupakan bagian dari 

kecamatan Sekampung kabupaten Lampung Timur yang mayoritas dari 

masyarakatnya bekerja sebagai buruh tani. Desa ini memiliki lahan pertanian 

berupa singkong, jagung dan padi yang luas dan tanah yang subur, sehingga 

menjadi sumber mata pencaharian bagi sebagian besar masyarakat desa. 

Buruh tani di desa Sambikarto bekerja dengan menggunakan peralatan 

pertanian tradisional seperti cangkul dan sabit. Dalam beberapa kasus pemilik 

kebun menyediakan konsumsi untuk para buruh tani, meskipun tidak selalu 

disertakan dalam perjanjian kerja. Selain itu, jumlah buruh yang dikerjakan 

oleh pemilik kebun tergantung dengan luas lahan yang dikerjakan. 
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Seiring dengan perkembangan teknologi, alat-alat modern seperti 

combine harvester untuk memanen padi dan thresher untuk perontok padi 

sudah mulai digunakan di desa ini. Alat ini merupakan milik perorangan 

maupun kelompok tani yang kemudian bisa disewakan dengan membayar 

upah minyak dan upah jasa yang menjalankan alat tersebut.
14

 

Sistem mengenai pengupahan dilakukan secara lisan dan menurut adat 

kebiasaan masyarakat setempat, artinya saling percaya antara pengupah 

dengan pekerja. Biasanya pengupahan tersebut diberikan kepada pekerja 

setelah selesai pekerjaannya dan selesai dihitung per hari atau setengah hari 

sesuai perjanjian awal. Besaran upah yang diterima oleh buruh laki-laki dan 

perempuan berbeda kisarannya, laki-laki lebih besar upahnya dari pada buruh 

perempuan dikarenakan masyarakat menganggap bahwa tenaga laki-laki lebih 

kuat dari buruh perempuan. Selain itu juga mayoritas penduduk desa 

Sambikarto yang bekerja sebagai buruh tani laki-laki biasanya merupakan 

kepala rumah tangga yang harus menanggung nafkah bagi anak dan istrinya. 

Terkait permasalahan yang terjadi yaitu adanya beberapa kendala pada 

pengupahan gaji buruh yang belum bisa mencukupi kehidupan sehari-hari. 

Pemberian upah ini diberikan ketika pekerjaan selesai dengan rentang waktu 

yang berbeda-beda. Sistem pengupahan yang ada, baik harian maupun 

borongan sering kali tidak memberikan jaminan bahwa buruh akan 

mendapatkan upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. 

                                                           
14 Wawancara, Ibu Muswati Yaumi (Buruh Tani), Tanggal 12 Mei 2025. 
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Pekerjaan harian buruh tani perempuan menerima upah sebesar 

Rp50.000 per hari, sedangkan buruh tani laki-laki mendapatkan Rp55.000 per 

hari dengan rentang waktu mulai dari jam 07.00-17.00 dan jikalau belum 

selesai akan dilanjutkan keesokan harinya. Hal ini setara dengan sekitar 

Rp.5.000 per jam bagi perempuan dan Rp5.500 per jam bagi laki-laki, yang 

jelas tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sementara itu, sistem 

borongan yang diterapkan, meskipun memberikan total upah yang lebih besar 

(Rp130.000), tetap dibagi rata di antara semua buruh dalam satu kelompok 

tani.
15

 

Secara keseluruhan, dari sistem pengerjaan tersebut keduanya lepas 

alias tidak diberi makan dan minum oleh pemilik kebun. Penargetan upah 

buruh tani tersebut didasari dari mulut ke mulut (word of mouth), jadi semisal 

ada pemilik kebun A yang memberikan upah gaji lebih dari 

Rp50.000/Rp130.000 maka para buruh tani akan memberikan informasi ke 

pemilik kebun lain ketika panen, upah buruh akan disamakan dari upah 

sebelumnya maka pengupahan buruh tani akan naik.
16

 

Berbeda halnya dengan desa lain, desa Sambikarto lebih mengutamakan 

buruh tani dari desanya sendiri dan pada dasarnya para pekerja buruh enggan 

untuk menaikkan upah buruh tani lantaran pemilik kebun juga berasal dari 

desa yang sama dan masih terikat persaudaraan. Selain itu, perbedaan terkait 

pemberian upah dengan desa lain menjadikan desa Sambikarto masih 

terbilang rendah dalam segi pemberian upah itu sendiri. Meskipun terdapat 

                                                           
15 Wawancara, Ibu Sumini (Buruh Tani), Tanggal 12 Mei 2025. 
16 Wawancara, Bapak Slamet (Buruh Tani), Tanggal 12 Mei 2025. 
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peningkatan dalam penggunaan teknologi dan adanya peraturan yang 

menjamin hak buruh, masalah ketidakadilan dalam pengupahan masih 

menjadi tantangan besar bagi buruh tani di Desa Sambikarto, yang 

berimplikasi pada kualitas hidup mereka dan kesejahteraan ekonomi secara 

keseluruhan.
17

 

Sistem pengupahan yang dilakukan oleh masyarakat desa Sambikarto 

masih belum sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Selain itu 

pemberian upah yang tidak proporsional belum sesuai dengan ekonomi Islam. 

Seharusnya pemilik lahan/kebun dalam memberikan upah sesuai dengan 

sumbangsih tenaga yang diberikan oleh buruh. Sehingga upah tersebut layak 

diberikan kepada buruh tani. 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Liswan yang berjudul 

Sistem Upah Buruh Tani Jagung Desa Rompu Kec. Masampa Kab. Luwu 

Utara Dalam Perspektif Ekonomi Islam, yang menjelaskan bahwa sistem 

pengupahan yang dilakukan oleh masyarakat desa Rompu merupakan sistem 

upah buruh harian dan sesekali menggunakan sistem upah borongan yang 

telah menjadi kebiasaan tiap kali musim panen. Akadnya dilakukan secara 

lisan di depan para pihak. Pembagian upahnya menggunakan sistem 

kesepakatan antara pemilik lahan dan buruh dengan upah uang atau jagung. 

Diawal akad pemilik lahan menyebutkan bahwa pembagian upahnya yaitu 

Rp80.000,00/Hari. 

                                                           
17 Wawancara, Ibu Sustemi (Buruh Tani), Tanggal 12 Mei 2025. 
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Berdasarkan latar belakang masalah di atas diketahui beberapa 

permasalahan yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini, sehingga 

peneliti mengambil judul yaitu: “Sistem Upah Buruh Tani Perspektif 

Ekonomi Islam Di Desa Sambikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten 

Lampung Timur”. 

 

B. Pertanyaan Penelitian 

Bagaimana sistem upah buruh tani di Desa Sambikarto, Kecamatan 

Sekampung, Kabupaten Lampung Timur dalam perspektif ekonomi Islam? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Menganalisis adanya sistem upah buruh tani di Desa Sambikarto, 

Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur dalam perspektif 

ekonomi Islam. 

2. Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dibahas serta tujuan 

penelitian di atas, maka diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat. Adapun 

manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

a. Secara Teoritis, penelitian ini memberikan suatu pemikiran bahan 

referensi kepada pembaca serta memberikan pengetahuan informasi 

dan wawasan bagi penulis lainnya terhadap sistem upah buruh tani 

perspektif ekonomi Islam di Desa Sambikarto, Kecamatan 

Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. 
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b. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi 

para masyarakat dalam hal penetapan upah yang adil sekaligus untuk 

mengetahui hak-hak buruh tani. 

 

D. Penelitian Relevan 

Penelitian ini penulis memaparkan penelitian terdahulu oleh beberapa 

peneliti yang pernah penulis baca dan relevan dengan permasalahan yang 

diteliti. Penulis menggambarkan penelitian terdahulu dalam tabel berikut ini. 

Tabel 1.1 Penelitian Relevan 

No. 

Nama dan 

Judul 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 
Persamaan Perbedaan Novelty 

1. Rini Afriani 

“Sistem 

Pengupahan 

Buruh Batu 

Bata Menurut 

Perspektif 

Ekonomi Islam 

Dalam 

Peningkatan 

Kesejahteraan 

Buruh (Studi 

Pada Pabrik 

Batu Bata 

Mudah Rezeki 

Desa 

Meunasah 

Dayah 

Kecamatan 

Peusangan 

Kabupaten 

Bireuen)”.
18

 

Penelitian ini 

dilakukan di 

Desa 

Meunasah 

Dayah 

Kecamatan 

Peusangan 

Kabupaten 

Bireun yaitu 

menyatakan 

bahwa telah 

terjadi 

eksploitasi 

terhadap buruh 

tani yang 

ditandai 

dengan ketidak 

seimbangan 

antara upah 

dan beban 

kerja, buruh 

kerja lebih dari 

8 jam/hari, 

namun hanya 

Sama-sama 

mengakui 

pentingnya 

kerja 

sebagai 

bentuk 

kontribusi 

ekonomi dan 

pengakuan 

atas hak atas 

upah bagi 

buruh 

sebagai 

imbalan 

kerja 

mereka. 

Penelitian ini 

lebih 

cenderung 

pada ketidak 

berdasarkan 

kesepakatan 

yang 

transparan 

dan tidak 

boleh 

memberatkan 

pada batas 

dalam Islam 

terhadap 

beban kerja. 

Novelty pada 

penelitian ini 

mengkaji secara 

mendalam dan 

menerapkan 

pemahaman pada 

prinsip-prinsip 

Islam seperti 

keadilan, 

keseimbangan dan 

tolong-menolong 

yang diterapkan 

dalam sistem 

pengupahan untuk 

meningkatkan 

kesejahteraan 

buruh. 

                                                           
18 Rini Afrini, Sistem Pengupahan Buruh Pengupahan Buruh Batu Bata Menurut Perspektif 

Ekonomi Islam Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh (Studi Pada Pabrik Batu Bata Mudah 

Rezeki Desa Meunasah Dayah Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen (Banda Aceh: UIN Ar-

Raniry, 2022). 
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No. 

Nama dan 

Judul 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 
Persamaan Perbedaan Novelty 

menerima 

upah 

Rp80.000-

Rp100.000 dan 

tidak adanya 

sistem bagi 

hasil yang adil. 

2.  Vibi 

Krisdalaksana 

“Sistem 

Pemberian 

Upah Buruh 

Tani di Desa 

Maras 

Kecamatan Air 

Nipis 

Kabupaten 

Bengkulu 

Selatan 

Perspektif 

Ekonomi 

Islam”.
19

 

Penelitian ini 

menemukan 

bahwa 

pemberian 

upah buruh 

tani dapat 

dilakukan 

sebelum 

pekerjaan 

dilaksanakan, 

dengan standar 

upah tertentu. 

Penelitian 

ini 

membahas 

pemberian 

upah kepada 

buruh tani 

dalam 

perspektif 

ekonomi 

Islam. 

Penelitian ini 

menyoroti 

perbedaan 

pandangan 

terkait 

pemberian 

upah 

sebelum 

pekerjaan, 

serta teknis 

pemberian 

upah dengan 

angka 

nominal 

tertentu. 

Membahas terkait 

Sistem pemberian 

upah buruh tani di 

wilayah pedesaan 

yang sebelumnya 

masih jarang diteliti 

secara mendalam. 

kebanyakan studi 

sebelumnya hanya 

menyorot sistem 

pengupahan secara 

umum atau 

berdasarkan prinsip 

ekonomi 

konvesional, tanpa 

mempertimbangkan 

nilai-nilai syariah 

seperti keadilan, 

kesepakatan, dan 

larangan 

eksploitasi. 

Penelitian ini juga 

memberikan 

kontribusi baru 

dalam pemahaman 

praktik upah buruh 

tani dalam tingkat 

lokal dan 

bagaimana praktik 

tersebut selaras 

atau bertentangan 

dengan prinsip-

prinsip ekonomi 

Islam. 

3. Taufik Hidayat 

“Tinjauan Fikih 

Muamalah 

Penelitian ini 

menyimpulkan 

bahwa 

Penelitian 

ini 

membahas 

Penundaan 

pada 

pembayaran 

Keterlambatan atau 

penundaan 

pembayaran upah 

                                                           
19 Vibi Krisdalaksana, Sistem Pemberian Upah Buruh Tani di Desa Marah Kecamatan Air 

Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Ekonomi Islam, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2017). 
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No. 

Nama dan 

Judul 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 
Persamaan Perbedaan Novelty 

Terhadap 

Pengupahan 

Buruh Tani 

Padi di Desa 

Muara Uwai 

Kecamatan 

Bengkinang 

Kabupaten 

Kampar”.
20

 

penundaan 

pembayaran 

upah oleh 

pemilik sawah 

adalah bentuk 

kezaliman, 

bertentangan 

dengan hukum 

muamalah 

Islam. 

terkait 

pengupahan 

buruh tani 

upah dan 

dampaknya 

terhadap 

keadilan 

dalam 

bermuamalah 

serta pembayaran 

upah yang tidak 

dilakukan tepat 

waktu sesuai 

dengan 

kesepakatan yang 

telah dibuat sesuai 

dengan syariat 

Islam. 

 

                                                           
20 Taufik Hidayat, Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pengupahan Buruh Tani Padi di 

Desa Muara Uwai Kecamatan Bengkinang Kabupaten Kampar, (Riau: IAIN Sultan Syarif Kasim 

Riau, 2022). 



 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Upah 

1. Pengertian Upah 

Menurut Dewan Riset Pengupahan Nasional, upah merupakan 

pembayaran yang dilakukan kepada pemberi kerja oleh seseorang yang 

selesai melakukan atau akan melakukan pekerjaan dengan imbalan 

pembayaran.
1
 Upah berfungsi sebagai jaminan untuk perlindungan 

kehidupan serta produksi manusia dan dinyatakan atau dinilai dengan uang 

yang ditentukan oleh perjanjian, undang-undang, peraturan dan bagan 

berdasarkan perjanjian kerja dari pemberi kerja dan penerima pekerjaan.
2
 

Upah dalam hukum Islam dikategorikan dalam konsep ijarah. 

Menurut etimologi Ijarah berasal dari kata Al-ajru yang mempunyai arti 

Al-‘Iwadh, dalam bahasa Indonesia yaitu ganti atau upah.  Konsep awal 

Ijarah merupakan akad sewa sebagaimana yang telah terjadi pada 

umumnya. Karena dalam objek Ijarah tidak selamanya manfaat didapat 

dari sebuah benda, akan tetapi bisa dari tenaga manusia. Ijarah yang 

dimaksud pada hal ini yaitu upah-mengupah dalam masyarakat.
3
 

 

                                                           
1 Dewan Riset Pengupahan Nasional, Konsep dan Kebijakan Pengupahan di Indonesia 

(Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan RI, 2020), hal 12. 
2 Rizqa Amelia, Nadya Maulidya Manurung, dan Mustafaruddin, ‘Upah Buruh Dalam 

Perspektif Islam’, Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen, 2.2 (2023), h 125. 
3 Husnul Khotimah dan Iramasan Efendi, ‘Perbedaan Dasar Konsep Upah Islam Dan 

Barat’, Jurnal Cakrawala Ilmiah, 1.3 (2021), h 241-242. 
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2. Dasar Hukum Upah 

 Berikut ini akan dikemukakan beberapa definisi upah:  

a. Al-Qur’an 

Dijelaskan dalam Q.S. At-Thalaq ayat 6: 

ِنَوجُۡدِكُمَۡ َمِنَۡحَيۡثَُسَكَنتُمَم  سۡكِنُوهُن 
َ
َََّۚأ َلِِضَُي قُِواَْعَلَيۡهِن  وهُن  وَلَََتضَُآرُّ

رۡضَعۡنََ
َ
َأ َفإَنِۡ َّۚ َحََۡلهَُن  َيضََعۡنَ َٰ َحَتَّ  َعَلَيۡهِن  ْ نفِقُوا

َ
َفأَ َحََۡلٖ وْلََٰتِ

ُ
َأ وَإِنَكُن 
َفََ تُمَۡ لكَُمۡ َتَعَاسََۡ َوَإِن َبمَِعۡرُوفٖٖۖ َبيَۡنَكُم ْ تمَِرُوا

ۡ
َوَأ جُورهَُن 

ُ
َأ ٔ ٔاَتوُهُن 

ََ خۡرَىَٰ
ُ
ٓۥَأ ٦َفسََتُُضِۡعَُلََُ

 

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri yang cerai) di mana kamu 

bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah 

kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) 

mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang 

hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai 

mereka melahirkan kemudian jika mereka menyusukan 

(anak-anak)-mu maka berikanlah imbalan kepada mereka; 

dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) 

dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemukan 

kesulitan (dalam hal penyusunan), maka perempuan lain 

boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Q.S. At-

Thalaq:6).
4
 

 

Menurut Al-Qur’an Q.S Al-Qashash ayat 26 dan 27 dijelaskan bahwa: 

 

َٱسۡتََ بتَِ
َ
أ َيََٰٓ َٰهُمَا َإحِۡدَى َ قَالتَۡ َمَنِ َخَيَۡ إنِ  َُۖ مِيُنََ ٱسۡتََٔ ٔجِۡرۡهُ

َ
َٱلْۡ ٔ ٔجَۡرۡتََٱلۡقَويُِّ

٢٦ََ جُرَنَِِثمَََٰنَِِ
ۡ
نَتأَ

َ
َأ َٰٓ َعََلَ َهََٰتَيۡنِ نكِحَكََإحِۡدَىَٱبنَۡتََّ 

ُ
َأ نۡ
َ
َأ ريِدُ

ُ
َأ ٓ َإنِّ ِ قَالَ

َعَلَيۡكَََّۚسَتَجِدُنَِّٓ شُق 
َ
نَۡأ
َ
ريِدَُأ

ُ
وَمَآَأ اَفَمِنَۡعِندِكََُۖ تۡمَمۡتََعَشۡۡٗ

َ
حِجَجَٖٖۖفَإنَِۡأ
َُ َٰلحِِيَنََإنَِشَاءََٓٱللّ  ٢٧ََمِنََٱلَٰ 

                                                           
4 Departemen Agama RI, ‘Al-Quran Dan Terjemahanya’, Al-Qur’an Dan Terjemahannya 

Edisi Penyempurnaan 2019, 2002, h 559. 
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Artinya: “Salah seorang dari wanita itu berkata, wahai bapakku 

ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena 

sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil 

untuk bekerja (pada kita) iala orang yang kuat lagi dapat 

dipercaya”. Berkatalah dia (Syu’ab): “Sesungguhnya aku 

bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari 

kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku 

delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka 

itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak 

hendak memberhentikan kamu. Dan kamu Insya Allah akan 

mendapatkanku termasuk orang-orang yang baik”. (Al-

Qashash: 26: 27).
5
 

 

b. Hadis Nabi 

Berdasarkan hadis Nabi: 

َ اللَِّ رسَُولَُ قَالََ :قال عنهما اللّ رضي عمر بن عبداللّ عن َ صَلَ   الَلُّّ

عْطُوا " :وسََلَ مََ عَلَيهَِْ
َ
جِيََ أ

َ
جْرَهَُ الْْ

َ
نَْ قَبلََْ أ

َ
َ أ    عَرَقُهَُ يََِفَ 

 

Artinya: Dari Abdullah bin Umar radliyallahu anhuma berkata, 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda 

“Berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu 

pekerjakan sebelum kering keringatnya”. (H.R. Ibnu 

Majah).
6
 

 

c. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI 

Fatwa DSN MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 ialah fatwa 

yang membahas mengenai pembiayaan upah. Fatwa ini mengatur 

berbagai hal yaitu: 

1) Barang yang dapat dijadikan harga dalam jual beli juga dapat 

dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah. 

                                                           
5 Departemen Agama RI, ‘Al-Quran Dan Terjemahanya’, Al-Qur’an Dan Terjemahannya 

Edisi Penyempurnaan 2019, 2019, h 277. 
6 Muhammad Nashiruddin Al-Albani, ‘Shahih-Sunan-Ibnu-Majah-1’, 1996, h 89. 
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2) Pembayaran sewa atau upah dapat dilakukan dalam bentuk jasa 

yang sama dengan objek kontrak. 

3) Dalam menentukan sewa atau upah, dapat diwujudkan dalam 

ukuran waktu, tempat dan jarak. 

4) Kewajiban pemberi manfaat barang atau jasa, yaitu menyediakan 

barang yang disewakan atau jasa yang diberikan, menanggung 

biaya pemeliharaan barang dan menjamin bila terdapat cacat pada 

barang yang disewakan. 

5) Kewajiban penerimaan manfaat barang atau jasa, yaitu membayar 

sewa atau upah, bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan 

barang dan menanggung biaya pemeliharaan yang sifatnya ringan. 

6) Jika terjadi perselisihan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui 

Badan Arbitrasi Syariah.
7
 

d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 89 

Undang-Undang ini merupakan dasar hukum mengenai penetapan 

kebijakan upah, yang berbunyi “Pemerintah menetapkan kebijakan 

pengupahan yang melindungi pekerja/buruh”. Pasal ini menegaskan 

peran aktif pemerintah dalam menjamin perlindungan terhadap hak 

pekerja melalui kebijakan pengupahan yang adil. pasal ini menjadi 

dasar hukum bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menetapkan 

regulasi terkait upah minimum.
8
 

                                                           
7 Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, ‘Fatwa Dewan Nasional NO: 

09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah’, Dewan Syariah Nasional MUI, 2000, h 1–4. 
8 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ‘Undang-Undang 

Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003’, Republik Indonesia, 1, 2003. 
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3. Indikator Upah 

Berikut ini merupakan beberapa indikator upah diantaranya yaitu: 

a. Sistem upah menurut produksi 

Upah berdasarkan produksi merupakan upah yang diberikan 

berdasarkan banyaknya produksi yang dihasilkan. Metode ini dapat 

digunakan jika hasil kerja dapat diperhitungkan dengan cara 

kuantitatif. Total upah bergantung pada jumlah hasil yang diperoleh 

selama waktu kerja.
9
 

b. Sistem upah menurut senioritas 

Upah berdasarkan senioritas merupakan sistem pengupahan 

yang didasarkan pada tingkat senioritas karyawan. Cara pengupahan 

ini didasarkan pada masa kerja atau senioritas karyawan yang 

bersangkutan dalam suatu perusahaan.
10

 

c. Sistem upah menurut kebutuhan 

Upah berdasarkan kebutuhan ialah sistem pengupahan yang 

didasarkan pada kebutuhan karyawan.
11

 

4. Sistem Pengupahan 

Terdapat beberapa penggolongan upah yaitu: 

a. Upah sistem waktu 

Dalam sistem waktu, besarnya upah ditentukan berdasarkan 

standar waktu seperti jam, minggu atau bulan. Besarnya upah sistem 

                                                           
9 Hestiawan Veri Fadli, Perdana Tito Aditya, Amron, dan Panjaitan Roymon, ‘Pengaruh 

Usia , Upah Dan Pengalaman Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada PT Misaja Mitra 

Pati’, 5.2 (2025), h 198-199 
10 Rahayu Budi dan Rumahak M. Dian ‘( Studi Kasus Pada PT Industri Sandang Pangan 

Nusantara Cilacap )’, h 9. 
11 Shyreen A, Fauzi, dan Oktarina, ‘Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan: 

Gaji, Upah Dan Tunjangan (Literature Review Akutansi Manajemen), h 466. 
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waktu hanya didasarkan pada lamanya bekerja bukan dikaitkan 

dengan prestasi kerjanya. 

b. Upah sistem hasil 

Dalam sistem hasil, besarnya upah ditetapkan atas kesatuan unit 

yang dihasilkan atau terjual oleh pekerja. Biasanya di lembaga 

keuangan syariah karyawan dikenakan model sistem upah seperti ini 

adalah bagian dari marketing, yang ditentukan oleh beberapa banyak 

nasabah penabung yang mampu ia tarik atau berapa banyak 

pembiayaan yang mampu disalurkan. 

c. Upah sistem borong 

Sistem borongan merupakan suatu cara pengupahan yang 

menetapkan besarannya jasa berdasarkan atas volume pekerja dan 

lama mengerjakannya.
12

 

5. Tingkatan Upah dalam Ekonomi Islam 

Tingkat upah yang ditetapkan harus berdasarkan pada rasa keadilan, 

upah ditetapkan dari negosiasi antara pekerja, majikan dan negara. Dalam 

pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan mencari nafkah 

dan majikan akan dipertimbangkan secara adil. Maka dari itu untuk 

menjadi tanggung jawab negara untuk mempertimbangkan tingkat upah 

yang ditetapkan agar tidak terlalu rendah maka tidak mencakup biaya 

kebutuhan pokok para pekerja dan juga tidak terlalu tinggi sehingga 

                                                           
12 Lestari Resanti, Ekonomi Dan Manajemen Sumber Daya Manusia, 2025., h 72-73. 
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majikan kehilangan bagiannya yang sesungguhnya dari hasil kerjasama 

itu.
13

 

 Negara perlu menetapkan terlebih dahulu tingkat upah minimum 

dengan mempertimbangkan perubahan kebutuhan dari pekerja golongan 

bawah dan dalam keadaan apapun tingkat upah ini akan jatuh. Tingkat 

minimum tersebut sewaktu-waktu harus ditinjau kembali untuk melakukan 

penyesuaian berdasarkan perubahan tingkat harga dan biaya hidup. 

Tingkat maksimumnya tentunya akan ditetapkan berdasarkan sumbangan 

dari tenaganya dan akan sangat bervariasi. Penetapan tingkat upah dalam 

ekonomi Islam yaitu sebagai berikut:
14

 

a. Upah Minimum 

Tingkat upah minimum yaitu ketetapan yang harus disepakati 

sebagai dasar pemberlakuan bagi pekerja dan majikan. Diperlukan 

karena pekerja dalam hal hubungannya dengan majikan berada dalam 

posisi yang sangat lemah dan selalu ada kemungkinan kepentingannya 

tidak akan terlindungi dan terjaga dengan sebaik-baiknya. Mengingat 

posisinya yang lemah, Islam memberikan perhatian besar terhadap 

perlindungan hak-hak dari pelanggaran yang dilakukan oleh majikan. 

b. Upah Tinggi 

Islam tidak menghiraukan upah berada dibawah tingkat 

minimum yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan pokok kelompok 

pekerja dan Islam juga tidak membiarkan adanya kenaikan upah 

melebihi tingkat tertentu, ditentukan berdasarkan sumbangsihnya 

                                                           
13 Ruslan Abdul Ghofur, Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam, Arjasa Pramata, 2020, h 20. 
14 Ibid., h 21. 
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terhadap produksi. Sebagaimana yang diketahui pentingnya 

menyediakan upah bagi mereka yang setidaknya dapat memenuhi 

kebutuhan pokok agar terciptanya keadilan serta pemerataan dan 

disamping itu juga untuk menunjang efisiensi kerja mereka perlu 

menjaga upah agar tetap berada pada batas-batas kewajaran sehingga 

tidak menjadi konsumen semua barang produksi.
15

 

                                                           
15 Ibid. 



 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis dari penelitian yang dilakukan yaitu penelitian lapangan atau 

(field research), yaitu penelitian yang menggunakan informasi yang 

diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut responden dan 

informan melalui instrumen pengumpul data seperti angket, observasi, 

wawancara dan sebagainya.
1
 Dalam penelitian ini peneliti melakukan 

penelitian secara langsung kepada para buruh tani dan mengamati lokasi 

pada penelitian yang diteliti. Adapun lokasi penelitian di Desa Sambikarto 

Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu bersifat deskriptif. 

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mendeskripsikan atau 

menggambarkan suatu masalah. Penelitian deskriptif bertujuan untuk 

mendeskripsikan suatu populasi, situasi atau fenomena secara akurat dan 

sistematis.
2
 

Berdasarkan judul serta permasalahan yang digunakan oleh peneliti 

sehingga sifat penelitian ini adalah deskriptif. Bermaksud untuk 

                                                           
1 Rahmadi, S.Ag., Pengantar Metodologi Penelitiaan, Journal of Physics A: Mathematical 

and Theoretical, 2011, h 15. 
2 Fiantika, Wasil M, Jumiyati, Honesti, Wahyuni, Jonata, Metodologi Penelitian Kualitatif. 

In Metodologi Penelitian Kualitatif, Rake Sarasin, 2022, h 88. 
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menggambarkan praktek sistem upah buruh tani perspektif ekonomi Islam 

di desa Sambikarto kecamatan Sekampung kabupaten Lampung Timur. 

 

B. Sumber Data 

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ada dua yaitu: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara 

langsung (dari tangan pertama). Sumber data primer biasanya berupa 

hasil dari wawancara dengan subjek, hasil angket, hasil tes dan lain 

sebagainya.
3
 Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik purposive 

sampling yang artinya tidak semua anggota menjadi informan. Adapun 

sumber data primer dalam penelitian ini adalah: 

a. Kepala Desa Sambikarto, merupakan pihak yang memahami terkait 

gambaran desa dan profil desa Sambikarto. 

b. 8 buruh tani, yaitu Ibu Muswati Yaumi, Ibu Kitun, Ibu Sustemi, Ibu 

Miati, Ibu Eka, Ibu Nur Wati, Bapak Takim dan Bapak Slamet. 

Adapun kriteria penentu sumber primer yaitu buruh tani yang sudah 

lama bekerja lebih dari 10 tahun sebagai buruh tani. 

c. 5 pemilik kebun, yaitu Ibu Jariyati, Ibu Winarsih, Ibu Dwi, Bapak 

Mardi dan Bapak Kasbolah. Adapun kriteria penentu sumber primer 

tersebut yaitu pemilik kebun yang sering mempekerjakan buruh yang 

sudah lama bekerja menjadi buruh tani. 

 

                                                           
3 Asiva Noor Rachmayani, Metode Penelitian Kualitatif, 2015, h 3. 
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2. Sumber Data Sekunder 

Menurut pendapat dari Burhan Bungin dalam bukunya, data 

sekunder merupakan data yang didapat dari sumber kedua atau sumber 

sekunder dari data yang dibutuhkan oleh peneliti untuk mengumpulkan 

sejumlah data.
4
 

Berdasarkan pandangan tersebut, dalam pengumpulan data 

mengenai sistem upah buruh tani perspektif ekonomi Islam tidak hanya 

berfokus pada sumber utama, melainkan juga pada sumber lain dan dari 

sumber tersebut dapat membantu mengumpulkan data sesuai dengan 

penelitian yang berlangsung. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

sejumlah sumber data penunjang yang terdiri dari literatur akademik yang 

relevan, antara buku-buku yang membahas secara mendalam mengenai 

dinamika perburuhan di Indonesia, jurnal-jurnal ilmiah nasional yang 

dijadikan rujukan untuk memperoleh temuan empiris dan kajian teoritis 

terkait praktik sistem upah buruh tani dan profil desa Sambikarto yang 

menjadi bahan tambah penunjang peneliti. 

 

C. Teknik Pengumpul Data 

Teknik pengumpul data ialah proses dalam sebuah penelitian dan 

merupakan bagian yang penting. Teknik pengambilan data harus benar dan 

sesuai dengan metode supaya hasil yang diraih sesuai dengan tujuan 

penelitian awal atau hipotesis awal yang sudah ditentukan. 

 

                                                           
4 Rahmadi, S.Ag., Pengantar Metodologi Penelitiaan, h 71. 
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1. Wawancara (Interview) 

 Wawancara merupakan teknik pengumpul data melalui pengajuan 

sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancari. 

Teknik wawancara dapat juga diartikan sebagai cara yang digunakan 

untuk memperoleh data dengan bertanya langsung secara bertatap muka 

dengan responden atau informan yang menjadi subjek penelitian.5   

Penelitian pada kasus ini peneliti menggunakan jenis wawancara 

semi terstruktur, dalam praktiknya wawancara semi terstruktur dilakukan 

dengan mengajukan beberapa pertanyaan pada informan yaitu berupa 

Kepala Desa Sambikarto, 8 orang buruh tani dan 5 pemilik kebun di desa 

Sambikarto dengan leluasa hingga pertanyaan benar-benar tuntas tanpa 

ada pertanyaan-pertanyaan yang disusun sebelumnya.  

2. Dokumentasi 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-

barang yang berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental 

dari seseorang. Hasil dari penelitian dari wawancara akan lebih kredibel 

dan dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi kehidupan di 

masa kecil, di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat dan autobiografi. 

Selain itu, hasil penelitian akan semakin kredibel apabila didukung oleh 

foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang ada
6
. 

                                                           
5 Ibid., h 75. 
6 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D, 2020, h 240. 
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Metode dokumentasi pada penelitian ini, peneliti membuat 

instrumen dokumentasi berupa pengambilan foto yang berkaitan dengan 

pengupahan yang terjadi di desa Sambikarto. 

 

D. Teknik Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk 

menguji keabsahan data, yaitu sebagai berikut: 

1. Triangulasi Sumber 

Pengujian kredibilitas data dilakukan dengan mengecek satu 

persatu jenis data melalui beberapa sumber yang ada. Kemudian data 

yang telah dianalisis, akan menghasilkan kesimpulan, selanjutnya 

dimintakan kesepakatan dari ketiga sumber data penelitian. 

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu membandingkan 

informasi dari berbagai narasumber seperti buruh tani dan pemilik lahan 

pertanian, mulai dari perjanjian sampai pemberian upah. 

2. Triangulasi Teknik 

Menguji data dengan cara mengecek data kepada sumber yang 

sama dengan teknik yang berbeda. Apabila pengujian melalui dua atau 

tiga teknik diperoleh data yang berbeda, maka peneliti perlu melakukan 

diskusi kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk 

memastikan data mana yang benar atau semua benar karena sudut 

pandang yang berbeda.
7
 

                                                           
7 Aisyah Mutia Dawis and others, Pengantar Metodologi Penelitian, 2023. 
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Penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu menggunakan 

berbagai metode pengumpul data, seperti wawancara mendalam dan studi 

dokumentasi untuk memperkuat data secara bersamaan. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan 

dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

pola, memilih mana yang penting dan yang dipelajari dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
8
 

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini 

menggunakan metode analisa kualitatif yang selanjutnya data yang diperoleh 

berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Data kemudian akan di 

analisis dengan menggunakan metode berpikir deduktif. Peneliti terjun ke 

lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan 

dari fenomena yang berada di lapangan seperti sistem pemberian upah dan 

kondisi buruh yang sedang terjadi dilapangan. 

  

                                                           
8 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D, h 244. 



 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah dan Profil Desa Sambikarto Kecamatan Sekampung 

Kabupaten Lampung Timur 

Desa Sambikarto adalah salah satu desa yang berada di kecamatan 

Sekampung kabupaten Lampung Timur yang terdiri dari 4 dusun. Desa 

Sambikarto di buka pada zaman pemerintahan Kolonial Belanda, yaitu pada 

tahun 1941, tepatnya pada hari senin pahing tanggal 27 Maulid 1359 H 

bertepatan dengan tanggal 16 Maret 1941 M, yang dibuka oleh kolonisasi 

berasal dari Daerah Istimewah Yogyakarta yang terdiri dari 4 Kabupaten 

yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Wonosari, Kabupaten bantul dan 

Kabupaten Kulon Progo Jawa Tengah sebanyak 321 kepala keluarga atau 

1.228 jiwa. 

Para kolonisasi tersebut dibuatkan perumahan yang memanjang 

dibagi-bagi/di petak untuk didiami beberapa Kepala Keluarga. Rumah 

tersebut beratapkan sirap yang disebut bedeng nomor 60. Selama membuka 

hutan tersebut para kolonisasi diberi jatah beras, ikan asin, garam dan 

minyak lampu, yang semuanya serba terbatas. Selain itu juga para 

kolonisasi diberi pembagian tanah pekarangan seluas 0,18ha dan ladang 

0,72 ha.
1
 

                                                           
1 Profil Desa Sambikarto Tahun 2024, di ambil dari Desa Sambikarto pada 08 November 

2025. 
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Setahun kemudian datanglah bangsa Jepang yang mengatur dan 

memerintah para kolonisasi. Dengan kedatangan bangsa Jepang tersebut 

bagi para kolonisasi bukannya mendapat pelayanan dan kesejahteraan yang 

baik, melainkan justru mendapatkan beban yang lebih memberatkan 

masyarakat, karena semua warga masyarakat yang sudah dewasa diharuskan 

kerja untuk kepentingan bangsa Jepang dengan cara paksa. 

Akhirnya kolonisasi banyak yang tidak betah dan meninggalkan 

tempat tinggalnya, hingga pada akhir tahun 1942 jumlah mereka tinggal 113 

kepala keluarga atau jumlah penduduk 443 jiwa. Pada tanggal 2 Agustus 

1952 di datangilah warga transmigrasi dari kabupaten Sleman dan 

kabupaten Wonosari Yogyakarta sebanyak 175 kepala keluarga atau 783 

jiwa, dengan mendapatkan bagian perumahan ukuran 4 x 6 m dengan 

beratapkan genteng, mendapatkan biaya hidup selama 8 bulan, alat – alat 

rumah tangga dan diberi tanah pekarangan ukuran 0,36 ha dan ladang 1 ha.
2
 

Hingga pada saat ini tepatnya pada November 2025 warga kolonisasi 

dan transmigrasi tersebut tinggal 3 orang yaitu: 

Tabel 1.2  

Warga Kolonisasi dan Transmigrasi 

 

No Nama Alamat Keterangan 

1 Bapak Supo Tomo Dusun III Kolonisasi Tahun 1941 

2 Ibu Amat Rejo Dusun I Kolonisasi Tahun 1952 

3 Bapak Pujo wijayanto Dusun II Transmigrasi Tahun 

1952 

 

 

                                                           
2 Profil Desa Sambikarto Tahun 2024, di ambil dari Desa Sambikarto pada 08 November 

2025. 
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Berikut adalah Tingkat kepemimpinan Kepala Desa Sambikarto: 

1. Semenjak tahun 1942 sudah ada pemerintahan desa Sambikarto yang 

dipimpin oleh seorang kepala desa bernama Bapak Martorejo dengan 

dibantu oleh perangkat desa. Pemerintahan desa yang dipimpin oleh 

Bapak Martorejo berlangsung selama 5 tahun, yaitu dari tahun 1942 

sampai dengan tahun 1947. 

2. Pada tahun 1947 – 1957 yang menjadi kepala desa adalah Bapak 

Sumojoyo, dengan dibantu perangkat desa. 

3. Pada tahun 1957 – 1968 yang menjadi kepala desa adalah Bapak 

Marto Pawiro, dengan dibantu oleh perangkat desa sebelumnya. 

4. Pada tahun 1968 – 1972 yang menjadi kepala desa adalah Bapak 

Efendi Marzuki, dengan dibantu oleh perangkat desa. 

5. Pada tahun 1972 – 1979 pejabat sementara kepala desa adalah Bapak 

Iman Dasuki dengan dibantu oleh perangkat desa. 

6. Pada tahun 1979 – 1988 yang menjadi kepala desa adalah Bapak 

Slamet Wiryanto, dengan dibantu oleh perangkat desa 

7. Pada tahun 1988 – 1989 pejabat sementara kepala desa adalah Bapak 

Dalyono Eda Purwanto. 

8. Pada tahun 1988 – 1999 sebagai kepala desa adalah Bapak Selamet 

Wiranto dengan dibantu oleh perangkat desa sekdes, 5 kaur dan 4 

bayan. 

9. Pada tanggal 1 Januari 1999 sebagai kepala desa adalah Bapak Toto 

Minarso, dengan dibantu oleh perangkat desa sebelumnya. 
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10. Pada tanggal 10 Mei 2000 sampai dengan 27 Januari 2009 sebagai 

kepala desa adalah Bapak Toto Minarso, dengan dibantu oleh sekdes, 3 

kaur, 2 kasi dan 4 bayan. 

11. Selanjutnya sejak tanggal 27 Februari 2009 – 2011, pejabat sementara 

kepala desa Sambikarto adalah Bapak Sukasno, sekaligus merangkap 

sebagai Pjs. Sekretaris desa dan dibantu perangkat desa sebelumnya. 

12. Selanjutnya sejak tanggal 31 Desember 2011 – 2017, kepala desa 

Sambikarto adalah Bapak Sukasno, yang dibantu oleh sekretaris desa, 

4 kaur dan 2 kasi. 

13. Selanjutnya sejak tanggal 04 – 27 November 2017, berdasarkan SK 

Bupati Lampung Timur, sebagai pelaksanaan Harian Kepala Desa 

Sambikarto adalah Bapak Eko Riyanto, S.Kom, sekaligus merangkap 

sebagai sekretaris desa dan dibantu oleh perangkat desa sebelumnya. 

14. Kemudian sejak Januari 2018, kepala desa Sambikarto yaitu Bapak 

Sukasno melalui pemilihan kepala desa tahun 2017 yaitu periode 2018 

s/d 2023. Namun hanya sampai april 2021 meninggal dunia. 

15. Selanjutnya sejak April 2021. Berdasarkan SK Bupati Lampung Timur 

sebagai pelaksanaan harian kepala desa Sambikarto adalah bapak Eko 

Riyanto, S.Kom, sekaligus merangkap sebagai sekretaris desa dan 

dibantu oleh perangkat desa sebelumnya. 

16. Pada Mei 2021, pejabat sementara kepala desa adalah bapak Edi 

Sulistio. 
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17. Selanjutnya sejak tanggal 06 September 2021, berdasarkan SK Bupati 

Lampung Timur. Sebagai PAW Kepala Desa Sambikarto adalah Bapak 

Sugito tahun 2021 – 2023. 

18. Kemudian sejak 2023 sampai saat ini, kepala desa Sambikarto yaitu 

bapak Lis Sunardi melalui pemilihan kepala desa 2023, dibantu oleh 

sekretaris desa, 3 kasi dan 3 kaur.
3
 

Desa Sambikarto merupakan desa agraris yang ditunjang dengan 

keadaan geografis yang mempunyai luas wilayah ± 48.750 M² / 487,5 Ha 

yang terdiri dari 4 dusun dan 21 RT. Sedangkan batas wilayah kelurahan 

Desa Sambikarto yaitu:
4
 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Donomulyo 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Hargomulyo 

c. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Sumbersari 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Sumbergede 

2. Data Penduduk 

a. Jumlah Penduduk Menurut KK dan Jenis Kelamin 

Tabel 1.3  

Jumlah Penduduk Menurut KK dan Jenis Kelamin 

 

Jumlah KK Jumlah Penduduk 

Laki-Laki Perempuan Jumlah Keseluruhan 

1.118 1.530 1.431 2.961 

 

 

                                                           
3 Profil Desa Sambikarto Tahun 2024, di ambil dari Desa Sambikarto pada 08 November 

2025. 
4 Profil Desa Sambikarto Tahun 2024, di ambil dari Website Resmi Desa Sambikarto pada 

08 November 2025. 
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b. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Mata Pencaharian 

Tabel 1.4 

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Mata Pencaharian 

 

Mata Pencarian Jumlah 

Polisi 2 

Karyawan BUMD 125 

Pertukangan 95 

Buruh Tani 137 

 

 

B. Sistem Pemberian Upah Buruh di Desa Sambikarto Kecamatan 

Sekampung Kabupaten Lampung Timur. 

Dalam sektor pertanian, sebagai masyarakat memiliki lahan yang cukup 

luas dan mempekerjakan buruh tani untuk membantu proses penanaman, 

perawatan dan panen. Karena jumlah penduduk yang bekerja dibidang 

pertanian cukup banyak, maka hubungan antara pemilik lahan dan buruh tani 

sangat erat dalam kehidupan sosial masyarakat. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Lis Sunardi selaku kepala 

desa Sambikarto, beberapa pemilik lahan serta buruh tani ditemukan bahwa 

sistem pemberian upah di desa Sambikarto dilakukan secara konvensional dan 

berdasarkan kesepakatan lisan. Tidak ada perjanjian tertulis antara buruh dan 

pemilik lahan, namun hubungan kerja dilandaskan atas saling percaya dan 

musyawarah. 

Desa Sambikarto masih memegang prinsip nilai tradisi yang sudah 

turun-temurun. Pemilik lahan dan buruh juga tidak mengetahui tentang 

peraturan Undang-Undang ketenagakerjaan yang berlaku saat ini. Mereka 

hanya berfik bahwa memiliki pekerjaan dan menghasilkan upah sudah cukup 
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sebanding dari pada tidak mencari pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan. 

Ketidaksesuaian ini menjadi permasalahan krusial tetapi hal tersebut masih 

ragu untuk dibahas karena dari harga bahan pokok yang tidak stabil akan 

berdampak pada biaya upah yang berada di desa Sambikarto.  

Pembayaran upah buruh di desa Sambikarto umumnya dilakukan secara 

langsung setelah pekerjaan selesai dilaksanakan. Pola pembayaran ini telah 

menjadi kebiasaan turun-temurun kepada para buruh dan pemilik lahan. 

Praktik ini menunjukkan adanya upaya untuk menjaga kepercayaan dalam 

hubungan kerja, terutama karena sebagian besar perjanjian kerja dilakukan 

secara lisan dan tidak melalui perjanjian tertulis. Dengan dibayarkannya upah 

secara langsung pada hari yang sama atau tepat setelah pekerjaan diselesaikan, 

para buruh merasa lebih aman dan terlindungi dari risiko penundaan 

pembayaran yang berpotensi merugikan mereka.
5
 

1. Indikator Pengupahan 

Indikator pengupahan merupakan parameter atau acuan yang 

digunakan untuk menentukan besar kecilnya upah yang layak bagi 

seorang pekerja. Indikator ini membantu pemberi kerja menilai berbagai 

aspek yang mempengaruhi penetapan upah, seperti produktivitas, 

pengalaman kerja maupun kebutuhan hidup pekerja. Berikut ini 

penjelasan rinci dari tiga indikator upah yang umum digunakan antara 

lain: 

 

                                                           
5 Wawancara, Bapak Lis Sunardi (Kepala Desa Sambikarto), Tanggal 3 November 2025 
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a. Sistem Upah Berdasarkan Produksi 

Sistem upah berdasarkan produksi adalah sistem yang 

penetapannya besarannya ditentukan oleh jumlah produksi atau output 

yang dihasilkan oleh pekerja. Semakin tinggi jumlah yang mampu 

dihasilkan, semakin besar pula upah yang akan diterima oleh pekerja. 

Sistem ini umum pada pekerja yang hasilnya mudah diukur seperti 

kilogram, ikat atau karung.  

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti 

oleh sejumlah buruh dan pemilik lahan ditemukan bahwa upah 

berdasarkan produksi memang jarang digunakan. Pekerjaan seperti 

menanam padi, nyiang rumput dan panen dilakukan bersama-sama.
6
 

Ibu Miati menjelaskan bahwa, pemilik lahan juga tidak 

menghitung besaran yang telah dilakukan oleh seorang buruh tani. 

Besaran upah yang diterima akan tetap yaitu harian. 

“Kami kerja biasanya kelompok, jadi hasilnya ya gabungan. 

Pemilik lahan juga nggak pernah hitung berapa yang saya 

kerjakan sendiri. Jadi upahnya tetap harian”
7
 

Sistem upah tidak cocok untuk dilakukan di desa Sambikarto. 

Dikarenakan ketika panen padi dilakukan secara bersama-sama dan 

hasilnya akan menjadi satu. Maka dari itu, pemilik lahan biasanya 

akan memberi bayaran dalam sistem harian atau borongan.
8
 

Selama ini buruh hanya dibayar per hari, produksi hanya akan 

dipakai kalau ada panen cabai atau sayuran lainnya. Sedangkan di 

                                                           
6 Wawamcara, Ibu Nur Wati (Buruh Tani Desa Sambikarto), Tanggal 8 November 2025 
7 Wawamcara, Ibu Miati (Buruh Tani Desa Sambikarto), Tanggal 5 November 2025 
8 Wawamcara, Bapak Takim (Buruh Tani Desa Sambikarto), Tanggal 5 November 2025 



36 
 

 
 

desa Sambikarto di lahan pertaniannya tidak ada yang menanami 

sayuran.
9
 

Panen padi yang dilakukan di desa Sambikarto tidak pernah 

memakai sistem produksi, karena panen dilakukan bersama-sama dan 

sulit untuk mengukurnya. Produksi itu hanya cocok dilakukan kalau 

tanaman tersebut dihitung per karung atau ditimbang.
10

 

Pembayaran menggunakan sistem jumlah produksi terlalu sulit. 

Selain itu, pekerjaan yang dilakukan di desa Sambikarto bersifat 

gotong-royong menggunakan sistem harian atau borongan. Pekerjaan 

seperti memanen padi sulit dilakukan menggunakan sistem produksi 

karena kerja tanam dan panennya kolektif, sulit membedakan hasil 

masing-masing orang.
11

 

Sistem produksi jika terapkan akan ada yang merasa tidak adil 

dikarenakan hasil dari yang didapat akan bercampur. Di Sambikarto 

sistem produksi ini bukan suatu tradisi ataupun budaya.
12

 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti 

dapat disimpulkan bahwa, sistem upah berdasarkan produksi hampir 

tidak diterapkan produksi hampir tidak diterapkan dalam pekerjaan 

pertanian utama di Desa Sambikarto, khususnya pada kegiatan 

menanam padi, karena seluruh proses dikerjakan secara kolektif, 

sehingga output individu tidak dapat diukur secara jelas. Mayoritas 

                                                           
9 Wawamcara, Ibu Eka (Buruh Tani Desa Sambikarto), Tanggal 5 November 2025 
10 Wawancara, Ibu Jariyati (Pemilik Lahan Desa Sambikarto), Tanggal 5 November 2025 
11 Wawancara, Bapak Mardi (Pemilik Lahan Desa Sambikarto), Tanggal 5 November 2025 
12 Wawancara, Bapak Kasbolah (Pemilik Lahan Desa Sambikarto), Tanggal 5 November 

2025 
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menilai sistem produksi kurang cocok diterapkan karena berpotensi 

menimbun ketidakadilan, sulit menghitung hasil tiap pekerja dan 

dapat memicu kualitas kerja yang bisa menurun karena cenderung 

mengejar jumlah hasil. 

b. Sistem Upah Berdasarkan Senioritas 

Upah berdasarkan senioritas merupakan sistem pengupahan 

yang mempertimbangkan lama masa kerja, tingkat pengalaman dan 

loyalitas pekerja. Semakin lama seseorang bekerja di suatu tempat, 

semakin besar upah yang diterimanya.  

Berdasarkan wawancara dari sejumlah buruh dan pemilik lahan, 

ditemukan bahwa sistem upah menurut senioritas memiliki kesesuaian 

dengan praktik pengupahan buruh tani di desa Sambikarto. Walaupun 

tidak tertuang dalam aturan tertulis, namun pola pengupahan yang 

berlangsung menunjukkan bahwa masa kerja, pengalaman dan tingkat 

keahlian buruh mempengaruhi besaran upah yang mereka terima.  

“Saya sudah bekerja lebih dari 15 tahun sebagai buruh tani, 

dan memang biasanya saya dapat sedikit tambahan upah dari 

pemilik lahan. Mereka bilang karena saya sudah pengalaman 

dan tahu cara kerja yang benar. Kalau ada kerjaan yang berat 

seperti menanam singkong, saya akan disuruh duluan karena 

sudah terbiasa”
13

 

Buruh yang sudah lama bekerja biasanya akan mendapatkan 

upah lebih seperti upah transportasi atau makan. Pemilik lahan juga 

                                                           
13 Wawancara, Ibu Sustemi (Buruh Tani Desa Sambikarto), Tanggal 8 November 2025 
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lebih mempercayai buruh yang sudah lama bekerja. Pemberian upah 

buruh yang baru masuk akan diberi upah seperti biasanya.
14

 

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Miati selaku buruh tani 

desa Sambikarto, Sistem upah menurut senioritas sesuai dan 

diterapkan dalam praktik pengupahan buruh tani di desa Sambikarto. 

Buruh yang memiliki pengalaman lebih lama, keahlian lebih baik serta 

hubungan kerja yang lebih kuat dengan pemilik lahan akan 

memperoleh upah tambahan dibanding buruh baru.
15

 

Sistem upah berdasarkan senioritas sangat berpengaruh di desa 

Sambikarto. Buruh yang sudah lama bekerja biasanya akan dipanggil 

terlebih dahulu jika ada pekerjaan. Terkadang pemilik lahan memberi 

tambahan sebesar Rp. 5.000 atau uang transportasi. Hal itu merupakan 

bentuk suatu penghargaan karena sudah lama membantu pemilik 

lahan.
16

 

Pemilik lahan biasanya akan memilih buruh yang sudah terlihat 

dari berapa lama buruh tersebut bekerja dan seberapa cepat mereka 

melakukan pekerjaan yang sudah diberi. 

“Saya kalau memilih buruh memang lihat pengalaman 

mereka. Yang sudah lama itu biasanya lebih cekatan dan tidak 

perlu diajari lagi. Jadi wajar kalau saya kasih sedikit 

tambahan sebagai bentuk penghargaan. Buruh baru masih 

harus belajar, jadi saya belum bisa memberi tambahan upah”
17

 

 

                                                           
14 Wawancara, Ibu Miati (Buruh Tani Desa Sambikarto), Tanggal 8 November 2025 
15 Wawancara, Ibu Miati (Buruh Tani Desa Sambikarto), Tanggal 8 November 2025 
16 Wawancara, Bapak Takim (Buruh Tani Desa Sambikarto), Tanggal 8 November 2025 
17 Wawancara, Ibu Jariyati (Buruh Tani Desa Sambikarto), Tanggal 8 November 2025 
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Senioritas dalam hal ini sangat penting, buruh yang sudah lama 

bekerja akan lebih terampil. Biasanya, buruh senior akan diberi tugas 

yang lebih berat dibanding dengan buruh yang baru. Dikarenakan 

buruh yang sudah lama bekerja akan mengerti akan tugas tersebut. 

Penambahan upah berupa uang transportasi sebagai tanda terimakasih 

dikarenakan mereka bisa diandalkan.
18

 

Buruh yang sudah lama bekerja akan mengerti dengan karakter 

tanah dan cara pemilik lahan mempekerjaan buruh. Sehingga dalam 

pemberian upah, pemilik lahan akan mempertimbangkan lama mereka 

bekerja.
19

 

Berdasarkan hasil wawancara disimpulkan bahwa, sistem upah 

berdasarkan senioritas secara nyata diterapkan dalam praktik 

pengupahan buruh tani di desa Sambikarto, meskipun tidak diatur 

secara tertulis. Masa kerja yang lama, tingkat pengalaman, loyalitas, 

serta kemampuan kerja yang lebih baik membuat buruh senior 

memperoleh perlakuan khusus seperti prioritas dalam pemanggilan 

kerja, pemberian tugas yang lebih berat karena dianggap mampu, serta 

tambahan upah berupa uang makan atau transportasi. Pemilik lahan 

cenderung lebih percaya kepada buruh yang sudah lama bekerja 

dengan mereka karena dinilai rajin, terampil dan bertanggung jawab. 

Dengan demikian, indikator senioritas terbukti relevan dan konsisten 

                                                           
18 Wawancara, Bapak Mardi (Pemilik Lahan Desa Sambikarto), Tanggal 8 November 2025 
19 Wawancara, Bapak Kasbolah (Pemilik Lahan Desa Sambikarto), Tanggal 8 November 

2025 
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dengan kondisi lapangan serta menjadi bagian penting dalam 

pembentukan sistem pengupahan buruh tani di desa Sambikarto. 

c. Sistem Upah Berdasarkan Kebutuhan 

Upah berdasarkan kebutuhan merupakan sistem pengupahan 

yang mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pekerja 

beserta keluarganya. Upah seharusnya cukup untuk memenuhi 

kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, kesehatan 

pendidikan dan transportasi.  

Berdasarkan wawancara dari sejumlah buruh dan pemilik lahan, 

upah yang diterima belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-

hari. Selain itu, untuk biaya sekolah dan kebutuhan dapur tidak bisa 

terpenuhi. Biasanya, pendapatan sehari hanya akan cukup untuk 

membeli lauk dan beras satu sampai dua hari.
20

  

Kebutuhan sehari-hari bisa terbilang belum tercukupi. Buruh 

masih harus mencari pekerjaan tambahan supaya bisa menutupi 

pengeluaran rumah tangga. Upah buruh yang berada di desa 

Sambikarto terbilang kecil, jadi para buruh harus berhemat dan 

mencari pekerjaan sampingan.
21

 

Pekerjaan yang dilakukan sehari tidak mendapatkan 

penghasilan yang begitu banyak. Kalau dihitung hanya untuk biaya 

makan keluarga, selain itu juga jika ada kebutuhan mendesak seperti 

berobat akan sulit bagi buruh. Pemberian upah yang diberi sekarang 

                                                           
20 Wawancara, Ibu Eka (Buruh Tani Desa Sambikarto), Tanggal 8 November 2025 
21 Wawancara, Ibu Nur Wati (Buruh Tani Desa Sambikarto), Tanggal 8 November 2025 
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tidak sesuai dengan kebutuhan hidup, tetapi para buruh juga tidak bisa 

menuntut lebih karena petani juga punya keterbatasan.
22

 

Upah buruh yang berada di desa Sambikarto memang tidak 

berdasarkan kebutuhan para buruh, tetapi berdasarkan kemampuan 

para pemilik lahan. Jika hasil panen bagus, pemilik lahan bisa sedikit 

menambah upah para buruh. Tetapi jika musim sedang tidak bagus, 

para pemilik lahan akan tetap memberi upah sesuai standar.
23

 

Pembayaran upah buruh yang dilakukan sesuai dengan 

kemampuan yang dimiliki oleh pemilik lahan. Harga gabah atau 

singkong juga tidak selalu stabil, sehingga para pemilik lahan tidak 

bisa menaikkan upah buruh.
24

 

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa, sistem 

upah berdasarkan kebutuhan tidak terpenuhi dalam praktik 

pengupahan buruh tani di desa Sambikarto. Para buruh menyatakan 

bahwa upah yang diterima tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan 

hidup layak, seperti pangan, pendidikan, anak, kesehatan dan biaya 

rumah tangga. Sehingga mereka harus mencari pekerjaan tambahan 

untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, para pemilik 

lahan mengakui bahwa besaran upah yang diberikan tidak didasarkan 

pada kebutuhan buruh melainkan pada kemampuan ekonomi pemilik 

lahan dan hasil panen yang sering kali tidak menentu. Sehingga 

indikator upah berdasarkan kebutuhan tidak berjalan sebagaimana 

                                                           
22 Wawancara, Bapak Takim (Buruh Tani Desa Sambikarto), Tanggal 8 November 2025 
23 Wawancara, Bapak Mardi (Pemilik Lahan Desa Sambikarto), Tanggal 8 November 2025 
24 Wawancara, Ibu Jariyati (Pemilik Lahan Desa Sambikarto), Tanggal 8 November 2025 
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mestinya karena tingkat upah yang rendah, tidak stabil dan tidak 

mampu memenuhi standar hidup minimal buruh tani di desa 

Sambikarto. 

2. Sistem Pengupahan Buruh Tani 

Pengupahan merupakan mekanisme pemberian imbalan kepada 

pekerja sebagai kompensasi atas tenaga atau jasa yang sudah diberikan 

kepada pemberi kerja. Dalam literatur ekonomi dan ketenagakerjaan, 

sistem pengupahan dapat dikategorikan ke dalam beberapa bentuk yang 

didasarkan pada cara penerapannya. 

Ada 2 jenis sistem pengupahan buruh tani yang dijalankan di desa 

Sambikarto ini yaitu: 

a. Sistem Upah Harian/Waktu 

Sistem ini paling banyak digunakan dalam pekerjaan seperti 

menanam, mencabut rumput atau membersihkan lahan. Buruh 

menerima upah setelah menyelesaikan pekerjaan dalam satu hari 

penuh. Waktu kerja yang dilakukan yaitu mulai dari jam 07.00 – 

17.00 WIB dengan buruh laki-laki Rp55.000 per hari dan upah buruh 

perempuan Rp50.000 per hari. Teruntuk makan dan minum tidak 

disediakan oleh pemilik lahan (buruh membawa sendiri). 

Berdasarkan wawancara dari sejumlah buruh dan pemilik 

lahan, di desa Sambikarto menggunakan sistem harian bukan 

berdasarkan berapa banyak pekerjaan yang telah dihasilkan. Hal 

tersebut merupakan tradisi yang sudah dijalani selama bertahun-
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tahun. Selain itu sistem upah harian/waktu ini merupakan sistem yang 

adil karena sudah menjadi kesepakatan sejak awal.
25

 

Namun terdapat beberapa kelebihan dan kelemahan pada 

sistem upah harian ini. Kelebihannya yaitu pekerja dapat memperoleh 

kepastian pendapatan dan menguntungkan bagi pekerjaan yang sulit 

diukur hasilnya (misalnya membersihkan atau menata lahan). 

Kelemahannya yaitu pemberi kerja menanggung resiko penurunan 

produktivitas dan tidak mendorong efisiensi tenaga kerja. Contohnya, 

buruh tani yang diberi upah Rp55.000 per hari tanpa 

memperhitungkan banyaknya gulma yang berhasil dibersihkan.
26

 

Menurut para pemilik lahan, sistem yang dilakukan di desa 

Sambikarto tergolong lebih mudah dan sudah menjadi bagian dari 

tradisi turun-temurun. Jika ditentukan dari hasil kerja, para pemilik 

lahan akan susah untuk mengukurnya, terutama jika pekerjaannya 

membersihkan lahan atau nyiang rumput.
27

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah buruh tani dan 

pemilik lahan dapat disimpulkan bahwa, sistem upah harian 

merupakan sistem pengupahan yang paling dominan digunakan di 

desa Sambikarto, terutama pada pekerjaan seperti menanam, 

mencabut rumput dan membersihkan lahan yang hasilnya sulit diukur 

secara individu. Upah ditetapkan secara tetap yaitu Rp55.000 untuk 

buruh laki-laki dan Rp50.000 untuk buruh perempuan, dengan waktu 

                                                           
25 Wawamcara, Ibu Nur Wati (Buruh Tani Desa Sambikarto), Tanggal 8 November 2025 
26 Wawancara, Bapak Takim (Buruh Tani Desa Sambikarto), Tanggal 8 November 2025 
27 Wawancara, Ibu Dwi (Pemilik Lahan Desa Sambikarto), Tanggal 8 November 2025 



44 
 

 
 

kerja pukul 07.00-17.00 WIB, tanpa fasilitas makan dari pemilik 

lahan. Sistem ini dianggap adil karena telah menjadi kebiasaan turun-

temurun dan disepakati bersama masyarakat. Meskipun memberikan 

kepastian pendapatan, upah harian dinilai belum memenuhi 

kebutuhan hidup layak sehingga sebagian buruh mencari pekerjaan 

tambahan. Selain memiliki kelebihan berupa kemudahan penerapan 

dan kepastian upah, sistem ini juga memiliki kelemahan karena tidak 

mendorong produktivitas dan mengharuskan pemilik lahan 

menanggung risiko apabila hasil kerja buruh tidak maksimal. 

b. Sistem Upah Hasil 

Sistem upah hasil merupakan sistem pengupahan yang 

penetapan besarnya berdasarkan jumlah hasil kerja pekerja baik 

berupa unit yang diproduksi, volume pekerjaan yang diselesaikan 

atau output yang berhasil dijual. Sistem ini berbasis berbasis kinerja, 

sehingga semakin besar hasil kerja maka semakin besar upah yang 

diterima. 

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Takim, sistem ini 

memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu mendorong 

petani bekerja lebih cepat dan produktif. Selain itu, menguntungkan 

pemberi kerja karena pembayaran sesuai hasil aktual. sedangkan 

kelemahan dalam sistem ini yaitu pekerja terlalu mengejar kecepatan 

sehingga kualitas menurun, tidak cocok untuk pekerjaan yang 

outputnya sulit diukur dan pendapatan petani tidak stabil. Contohnya, 
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pemilik lahan menetapkan Rp.300 per kilogram singkong yang 

berhasil diangkat dari tanah. Buruh mengumpulkan 80 kilogram, 

maka upah 80 kg x Rp300 = Rp24.000. Akan tetapi, sistem upah hasil 

ini tidak dilakukan di desa Sambikarto. Dikarenakan tidak sesuai 

dengan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di desa 

Sambikarto.
28

 

Sistem yang dibayar berdasarkan hasil jaran digunakan di desa 

Sambikarto. Para buruh lainnya juga belum pernah merasakannya, 

misalnya singkong dihitung per kilo dan kalau hasilnya sedikit maka 

upahnya akan kecil. Selain itu, jika dilakukan terburu-buru akan 

mengakibatkan ketidakrapian pekerjaan yang dilakukan.
29

 

Kebiasaan desa Sambikarto yang tidak pernah menggunakan 

sistem upah ini menjadikan para pemilik lahan lainnya juga tidak 

menerapkan sistem ini. Selain itu sistem upah hasil pada dasarnya 

bukan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat desa Sambikarto. 

Sistem ini bisa saja merugikan bagi para pemilik lahan karena jika 

pekerjaan yang dilakukan tidak rapi maka akan mengakibatkan pada 

hasil panen.
30

 

Sistem upah hasil sebenarnya akan menguntungkan para 

pemilik lahan karena semisal dibayar per kilo singkong akan sesuai 

dengan hasil nyata. Tetapi, di desa Sambikarto tidak melakukan itu 

                                                           
28 Wawancara, Bapak Takim (Buruh Tani Desa Sambikarto), Tanggal 5 November 2025 
29 Wawancara, Ibu Eka (Buruh Tani Desa Sambikarto), Tanggal 8 November 2025 
30 Wawancara, Bapak Mardi (Pemilik Lahan Desa Sambikarto), Tanggal 8 November 2025 
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karena pekerjaan banyak yang bersifat kelompok. Selain itu, 

masyarakat terbiasa dengan sistem upah harian.
31

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan buruh tani dan pemilik 

lahan, dapat disimpulkan bahwa sistem upah hasil tidak diterapkan 

dalam praktik pengupahan buruh tani di desa Sambikarto, karena 

dianggap tidak sesuai dengan tradisi kerja masyarakat serta tidak 

cocok dengan jenis pekerjaan pertanian pada umumnya yang 

dilakukan secara berkelompok. Meskipun sistem ini memiliki 

kelebihan seperti mendorong pekerjaan bekerja lebih cepat dan 

memberikan pembayaran sesuai hasil aktual, namun kelemahannya 

dinilai lebih besar, seperti resiko penurunan kualitas kerja, 

ketidakstabilan pendapatan buruh dan sulitnya mengukur output 

individu pada pekerjaan tertentu. Oleh karena itu, masyarakat lebih 

memilih sistem upah harian yang dianggap lebih stabil, adil dan 

sesuai dengan budaya kerja yang sudah berlangsung turun-temurun di 

desa Sambikarto. 

c. Sistem Upah Borongan 

Sistem Upah Borongan merupakan sistem pengupahan yang 

besarnya ditentukan berdasarkan volume pekerjaan dan lama 

pekerjaan yang disepakati, bukan berdasarkan waktu maupun jumlah 

unit hasil kerja. Sistem borongan digunakan pada pekerjaan besar 

seperti panen padi, mencangkul atau menanam dalam skala luas. 

                                                           
31 Wawancara, Ibu Dwi (Pemilik Lahan Desa Sambikarto), Tanggal 8 November 2025 
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Dalam sistem ini, pemilik lahan menentukan jumlah total upah untuk 

satu pekerjaan, kemudian dibagi rata kepada seluruh anggota 

kelompok buruh. 

Berdasarkan wawancara dengan sejumlah buruh dan pemilik 

lahan, sistem borongan umumnya digunakan untuk pekerjaan yang 

besar seperti mencangkul di lahan yang luas atau memanen padi. 

Upah yang sudah disepakati umumnya di awal, misalnya satu petak 

sawah dibayar sekian, lalu nanti dibagi rata sesuai dengan anggota 

kelompok.  

“Kelebihan dari upah borongan ini saya tahu berapa total 

yang akan dibayar. Tapi kalau pekerjaannya banyak, 

bagiannya akan jadi kecil. Risiko lain, kalau hasilnya kurang 

rapi atau ada yang rusak buruh yang harus 

menanggungnya”.
32

 

 

Sistem upah borongan memiliki kelebihan dan kekurangan. 

Kelebihan dari sistem ini yaitu pemberi kerja mendapat kepastian 

biaya tanpa memikirkan lama waktu pengerjaan dan sistem ini cocok 

untuk pekerjaan pertanian berskala besar. Selain itu, kekurangan 

dalam sistem upah borongan yaitu jika jumlah pekerja dalam 

kelompok banyak maka upah per orang bisa menjadi sangat kecil dan 

resiko pekerjaan rusak atau kurang rapi ditanggung pekerja.
33

 

Berdasarkan hasil wawancara buruh tani dan pemilik lahan, 

dapat disimpulkan bahwa sistem upah borongan merupakan salah 

satu sistem pengupahan yang digunakan untuk pekerjaan pertanian 

                                                           
32

 Wawancara, Bapak Selamet (Buruh Tani Desa Sambikarto), Tanggal 8 November 2025 
33 Wawancara, Ibu Jariyati (Pemilik Lahan Desa Sambikarto), Tanggal 8 November 2025 
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berskala besar di desa Sambikarto, seperti panen padi, mencangkul 

dan menanam pada lahan yang luas. Sistem ini memberi keuntungan 

bagi pemilik lahan karena biaya kerja dapat ditentukan sejak awal 

tanpa mempertimbangkan lamanya waktu pengerjaan, serta 

memberikan kepastian upah total bagi buruh sebagai satu kelompok. 

Namun, sistem borongan juga memiliki kelemahan, yaitu pembagian 

upah per orang dapat menjadi kecil apabila jumlah pekerja dalam 

kelompok terlalu banyak dan risiko hasil pekerjaan yang kurang rapi 

atau adanya kerusakan akan menjadi tanggung jawab buruh. Dengan 

demikian, sistem ini dinilai praktis untuk pekerjaan besar tapi 

memiliki risiko terkait kualitas kerja dan besarnya upah individu. 

3. Tingkatan Upah dalam Ekonomi Islam 

Dalam perspektif ekonomi Islam, sistem pengupahan tidak hanya 

dipandang sebagai transaksi ekonomi antara pemberi kerja dan pekerja, 

tetapi sebagai mekanisme yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan 

penghormatan terhadap martabat manusia. Secara umum, penetapan 

tingkat upah dalam ekonomi Islam yaitu: 

a. Upah Minimum 

Upah minimum merupakan suatu ketetapan yang harus 

disepakati dalam dasar pemberlakuan bagi pekerja dan majikan. 

Penetapan ini menjadi instrumen penting untuk menjamin adanya 

standar perlindungan bagi pekerja, terutama pada sektor-sektor yang 
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rentan seperti pertanian, yang dalam posisi tawar pekerja umumnya 

lemah. 

Berdasarkan hasil wawancara buruh tani dan pemilik lahan, 

dapat disimpulkan bahwa penetapan upah minimum sangat bagus 

ditetapkan. Karena, selama ini para buruh hanya mengikuti berapa 

besaran upah yang diberikan oleh pemilik lahan. Hal ini tidak bisa 

dibantah dikarenakan para buruh butuh pekerjaan. Jika ada aturan 

upah minimum, para buruh akan menjadi lebih terlindungi dan 

majikan tidak bisa sesukanya memberi upah yang terlalu kecil.
34

 

“Sebagai buruh, kami memang sering dalam posisi lemah. 

Kadang mau minta upah lebih juga tidak enak karena takut 

tidak dipanggil kerja lagi. Kalau pemerintah atau desa 

menetapkan upah minimum khusus buruh tani, itu bisa 

membantu kami supaya dapat upah yang lebih layak. Saya 

setuju kalau ada aturan begitu”
35

 

 

Upah minimum merupakan hal penting dalam melindungi 

buruh supaya pembayaran upah tidak terlalu rendah. Akan tetapi, 

sebagai pemilik lahan, kemampuan tersebut tidak sebanding dengan 

hasil yang dipanen. Terlebih lagi jika panen yang dihasilkan tidak 

mencapai hasil yang maksimal. Aturan upah minimum seharusnya 

disesuaikan juga dengan kondisi petani supaya tetap berjalan adil 

bagi dua belah pihak.
36

 

Pedoman upah umum jika dilaksanakan pasti akan 

mempermudah bagi para buruh. Akan tetapi, penerapan yang 

                                                           
34 Wawancara, Ibu Eka (Buruh Tani Desa Sambikarto), Tanggal 8 November 2025 
35 Wawancara, Bapak Takim (Buruh Tani Desa Sambikarto), Tanggal 8 November 2025 
36 Wawancara, Ibu Dwi (Pemilik Lahan Desa Sambikarto), Tanggal 8 November 2025 
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dilakukan di desa Sambikarto ini akan sulit karena pendapatan para 

pemilik lahan tidak menentu. Jika panen yang dihasilkan bagus, maka 

para pemilik lahan bisa memberikan tambahan upah. Sedangkan jika 

gagal panen, upah minimum akan memberatkan bagi para pemilik 

lahan.
37

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah buruh tani dan 

pemilik lahan, dapat disimpulkan bahwa penetapan upah minimum 

dipandang penting sebagai bentuk perlindungan bagi buruh yang 

berada dalam posisi tawar lemah, supaya mereka memperoleh upah 

yang lebih layak dan tidak dirugikan oleh pemberi kerja. para buruh 

menyatakan bahwa aturan upah minimum akan membantu mereka 

mendapatkan kepastian dan perlindungan terhadap kemungkinan 

pemberian upah yang terlalu rendah. Sementara pemilik lahan juga 

mengakui pentingnya pedoman upah minimum, namun menekankan 

bahwa penerapannya harus mempertimbangkan kondisi ekonomi 

petani yang tidak selalu stabil. Sehingga, penetapan upah minimum 

dinilai relevan sebagai upaya menjaga keadilan bagi kedua belah 

pihak, selama aturan tersebut disesuaikan dengan kemampuan 

ekonomi masyarakat desa Sambikarto. 

b. Upah Tinggi 

Islam memberikan perhatian terhadap batasan upah agar 

kenaikan upah tidak melampaui tingkat kewajaran yang ditetapkan 

                                                           
37 Wawamcara, Bapak Kasbolah (Pemilik Lahan Desa Sambikarto), Tanggal 8 November 

2025 
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berdasarkan kontribusi nyata pekerja terhadap proses produksi. 

Prinsip menjaga upah dalam batas kewajaran juga berkaitan erat 

dengan upaya menciptakan pemerataan dan efisiensi kerja.  

Berdasarkan hasil wawancara buruh tani dan pemilik lahan, 

dapat disimpulkan bahwa, upah merupakan hal yang sangat penting 

untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Jika upah yang diberikan 

terlalu kecil maka para buruh akan sulit untuk memenuhi 

kebutuhannya. Sedangkan jika upah yang diberikan terlalu tinggi, 

petani juga tidak mampu untuk membayarnya. Jadi memang harus 

ada batasan wajar supaya semua pihak tidak terbebani.
38

 

“Saya setuju, jika menekankan upah yang wajar. Kami 

sebagai buruh butuh upah yang bisa menutup makan, sekolah 

anak dan kebutuhan rumah. Tapi saja juga paham kalau 

pemilik lahan punya kemampuan terbatas. Jadi ya yang 

penting upah itu jangan terlalu kecil, tapi juga tidak perlu 

terlalu tinggi yang malah bikin petani rugi. Kalau seimbang, 

semua bisa bekerja tenang”
39

 

 

Pandangan dalam mempertimbangkan keadilan juga tercermin 

dalam Islam, meminta agar tidak menekankan buruh dengan upah 

terlalu rendah tetapi juga tidak memberi berlebihan sampai merusak 

keseimbangan ekonomi. Jikalau upah terlalu tinggi, biaya produksi 

akan naik dan hasil panen tidak akan sebanding.
40

 

 

 

                                                           
38 Wawancara, Ibu Eka (Buruh Tani Desa Sambikarto), Tanggal 8 November 2025 
39 Wawancara, Bapak Takim (Buruh Tani Desa Sambikarto), Tanggal 8 November 2025 
40 Wawancara, Bapak Kasbolah (Pemilik Lahan Desa Sambikarto), Tanggal 8 November 
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C. Analisis Sistem Upah Buruh Tani dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara dan temuan di lapangan 

sistem pemberian upah buruh tani di desa Sambikarto menunjukkan pola yang 

unik dan mencerminkan karakteristik budaya, tradisi, pertanian serta kondisi 

ekonomi masyarakat pedesaan. Untuk memahami sejauh mana praktek 

pengupahan tersebut selaras atau bertentangan dengan teori pengupahan dan 

prinsip ekonomi Islam, analisis berikut dibagi ke dalam tiga aspek utama 

yaitu, indikator pengupahan, bentuk sistem pengupahan dan kesesuaian 

dengan prinsip ekonomi Islam. 

1. Indikator Pengupahan 

Indikator pengupahan meliputi berdasarkan produksi, senioritas dan 

kebutuhan. ketiga indikator ini digunakan untuk menilai apakah upah yang 

diterapkan adil, relevan dan sesuai dengan kontribusi pekerja. 

a. Sistem Upah Berdasarkan Produksi 

Sistem ini digunakan apabila hasil kerja dapat diukur secara 

kuantitatif, seperti kilogram, ikat atau karung. Selain itu juga sistem ini 

biasanya meningkatkan produktivitas karena upah bergantung pada 

output yang dihasilkan. 

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator upah 

berdasarkan produksi jarang atau bahkan tidak digunakan pada 

pekerjaan pertanian utama di desa Sambikarto, khususnya pada 

pekerjaan saat menanam padi, membersihkan lahan, mencabut rumput 

dan memanen padi. Hal ini disebabkan karena pekerjaan tersebut 
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bersifat kolektif. Pada panen padi, misalnya buruh bekerja bersama-

sama sehingga tidak mungkin mengukur kontribusi individu. 

Ketiadaan pengukuran output per orang menyebabkan indikator 

produksi tidak relevan diterapkan. 

Sistem produksi hanya ditemukan pada tanaman tertentu seperti 

cabai dan sayuran. Itupun jumlah pekerjaannya relatif kecil. Indikator 

upah berdasarkan produksi kurang sesuai dengan karakteristik 

pertanian di desa Sambikarto, karena kerja lebih mengedepankan kerja 

kolektif dibanding individual. 

b. Sistem upah berdasarkan senioritas 

Temuan lapangan menunjukkan bahwa indikator senioritas justru 

paling sesuai dan paling terlihat penerapannya di desa Sambikarto. Hal 

ini berbeda dengan teori umum yang mengatakan bahwa sektor 

pertanian tradisional tidak mempertimbangkan senioritas. Dalam 

praktiknya, buruh yang sudah lama bekerja dan dipercaya pemilik 

lahan mendapat tambahan upah atau prioritas pekerjaan. 

Buruh senior juga diberi tugas yang lebih sulit seperti 

mencangkul, membuat bedengan atau memimpin kelompok kecil saat 

bekerja. Hubungan persola dan rekam jejak kerja merupakan salah satu 

pengaruh terhadap penambahan upah. Fenomena ini mengindikasikan 

bahwa masyarakat Sambikarto menggunakan nilai kepercayaan dan 

pengalaman sebagai dasar utama penetapan upah. Sistem kerja sangat 

dipengaruhi oleh kedekatan sosial, rekam pengalaman kerja dan 
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keahlian yang diakui secara tradisional. Hal ini menunjukkan bahwa 

meskipun tidak tertulis atau formal, sistem senioritas berjalan sangat 

kuat dan berfungsi sebagai mekanisme informal untuk membedakan 

kemampuan dan kualitas kerja. 

Indikator senioritas sangat sesuai dan diterapkan nyata dalam 

sistem pengupahan di desa Sambikarto, bahkan menjadi faktor paling 

dominan dibanding indikator lain. 

c. Sistem Upah Berdasarkan Kebutuhan 

Menekankan bahwa upah seharusnya mampu memenuhi 

kebutuhan hidup layak pekerja. Namun berdasarkan fakta lapangan. 

Upah buruh laki-laki :  Rp55.000/hari 

Upah buruh perempuan : Rp50.000/hari 

Jam kerja   : 07.00 – 17.00 WIB 

Tidak ada makan/minum (buruh membawa sendiri) 

Upah bulanan rata – rata: Rp800.000 – Rp1.100.000 

Dengan biaya hidup keluarga di pedesaan, jumlah ini sangat jauh 

dari layak. Banyak buruh yang masih harus mencari pekerjaan 

sampingan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ini menunjukkan bahwa 

upah lebih ditetapkan berdasarkan kemampuan pemilik lahan dari pada 

kebutuhan buruh. 

Indikator upah berdasarkan kebutuhan tidak terpenuhi. Upah 

buruh di desa Sambikarto tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan 

hidup layak sehingga tidak sesuai dengan teori kelayakan upah. 
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2. Sistem Pengupahan Yang Diterapkan 

a. Sistem Upah Harian (waktu) 

Sistem ini menjadi metode pengupahan utama karena mudah 

diterapkan, sesuai dengan pola kerja harian, tidak memerlukan 

perhitungan produktivitas individu dan mengikuti kebiasaan turun – 

temurun. Namun sistem ini memiliki kelemahan berubah tidak 

mendorongnya efisiensi kerja, produktivitas pekerja tidak berpengaruh 

pada upah dan pendapatan buruh tetap rendah meskipun bekerja lama. 

Meski demikian, sistem ini dianggap paling adil oleh masyarakat 

karena semua buruh menerima upah yang sama dalam satu hari bekerja. 

b. Sistem Upah Hasil 

Sistem ini tidak diterapkan dalam pekerjaan utama karena 

bertentangan dengan tradisi kerja kolektif. Hanya diterapkan pada 

sektor kecil pemanenan singkong atau sayuran, tetapi tidak menjadi 

budaya utama pengupahan 

c. Sistem Upah Borongan 

Sistem upah borongan diterapkan pada pekerjaan seperti panen 

padi, membersihkan lahan dari gulma dan menanam secara massal. 

Sistem ini menguntungkan pemilik lahan karena hanya membayar hasil 

akhir, tetapi tidak selalu menguntungkan buruh jika jumlah pekerja 

terlalu banyak sehingga upah terbagi kecil. 
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3. Tingkat Pengupah dalam Ekonomi Islam 

Dalam perspektif ekonomi Islam, sistem pengupahan tidak semata-

mata dipahami sebagai hubungan kontraktual antara buruh dan pemilik 

lahan, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial yang 

harus dijalankan dengan prinsip keadilan, kelayakan dan keseimbangan. 

Islam menekankan bahwa upah harus ditetapkan secara adil, jelas dan 

proposional dengan ebban kerja, serta tidak menzalimi salah satu pihak. 

a. Upah Minimum Dalam Perpsektif Ekonomi Islam 

Berdasarkan hasil penelitian di desa Sambikarto, sistem 

pengupahan buruh tani masih bersifat tradisional dan belum memiliki 

standar upah minimum yang baku. Penentuan besaran upah 

sepenuhnya bergantung pada kebiasaan dan kemampuan pemilik 

lahan, sementara buruh tani berada pada posisi tawar yang lemah. 

Kondisi ini menyebabkan buruh cenderung menerima upah apa 

adanya karena kebutuhan ekonomi dan kekhawatiran kehilangan 

pekerjaan. 

Dalam ekonomi Islam, keberadaan upah minimum sejalan 

dengan prinsip perlindungan terhadap kaum lemah. Upah minimum 

berfungsi sebagai batas bawah agar buruh tidak menerima upah yang 

terlalu rendah. Upah minimum berfungsi sebagai batas bawah agar 

buruh tidak menerima upah yang terlalu rendah dan tidak layak untuk 

memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Pernyataan buruh tani yang 
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mendukung adanya aturan upah minimum menunjukkan adanya 

kebutuhan akan kepastian dan keadilan dalam sistem pengupahan. 

Namun demikian, jhasil wawancara dengan pemilik lahan 

menunjukkan adanya kekhawatiran bahwa penerapan upah minum 

secara kaku dapat memberatkan mereka, terutama ketika hasil panen 

tidak optimal atau mengalami gagal panen. Dalam perspektif ekonomi 

Islam, kondisi ini perlu dipertimbangkan karena keadilan tidak hanya 

ditunjukan kepada buruh, tetapi juga kepada pemilik lahan. Islam 

tidak membenarkan penerapan kebijakan yang justru menimbulkan 

kesulitan bagi salah satu pihak. 

Sistem upah minimum dalam perspektif ekonomi Islam di desa 

Sambikarto dengan demikian dapat dinilai relevan sebagai instrumen 

perlindungan buruh tani, namun penerapannya harus bersifat fleksibel 

dan kentektual. Penetapan upah minimum idealnya disesuaikan 

dengan kemampuan ekonomi petani, kondisi hasil panen serta 

kesepakatan bersama yang dilandasi prinsip musyawarah. 

b. Upah Tinggi Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Islam memberikan batasan terhadap penerapan upah agar tidak 

melampaui tingkat kewajaran. Prinsip kewajaran ini bertujuan untuk 

menjaga keseimbangan antara hak buruh dan kemampuan pemberi 

kerja. Upah yang terlalu tinggi berpotensi meningkatkan biaya 

produksi secara berlebihan sehingga dapat merugikan pemilik lahan 

dan mengganggu keberlangsungngan usaha pertanian. 
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Hasil wawancara menunjukkan bahwa baik buruh tani maupun 

pemilik lahan sepakat, upah harus berada pada tingkat wajar. Buruh 

membutuhkan upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, 

sementara pemilik lahan memiliki keterbatasan kemampuan fiansial. 

Kesadaran kedua belah pihak ini mencerminkan adanya nilai keadilan 

dan keseimbangan yang sejalan dengan prinsip ekonomi Islam. 

Penetapan upah yang wajar dalam Islam merupkan 

implementasi dari prinsip la dhar wa la dhira, yaitu tidak boleh 

menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain. Upah 

yang terlalu rendah akan menzalimi buruh, sedangkan upah yang 

terlalu tinggi dapat menzalimi pemilik lahan. Oleh karena itu, Islam 

mendorong penetapan upah yang proposional dengan kontribusi 

tenaga kerja serta hasil produksi yang diperoleh. 

 



 
 

BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Sistem Upah Buruh Tani 

Perspektif Ekonomi Islam di Desa Sambikarto Kecamatan Sekampung 

Kabupaten Lampung Timur”, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sistem 

upah buruh tani di Desa Sambikarto masih bersifat tradisional dan dilakukan 

secara lisan tanpa perjanjian tertulis, sehingga sangat bergantung pada 

hubungan kepercayaan. Pola pengupahan yang digunakan terutama upah 

harian dan borongan, sementara sistem upah berdasarkan hasil tidak 

diterapkan karena pola kerja yang bersifat kolektif. Besaran upah Rp55.000 

bagi laki-laki dan Rp50.000 bagi perempuan per hari, belum mampu 

memenuhi kebutuhan hidup layak sehingga buruh tani perlu mencari 

pekerjaan tambahan. Beberapa indikator teori pengupahan juga belum 

terpenuhi, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dan produksi, 

sedangkan senioritas justru menjadi faktor yang lebih dominan. Sistem upah 

buruh tani di desa Sambikarto secara nilai telah mencerminkan kesadaran akan 

pentingnya keadilan dan keseimbangan, namun secara praktik belum 

sepenuhnya sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Ketiadaan standar upah 

minimum menyebabkan buruh berada dalam posisi rentan, sementara 

kekhawatiran pemilik lahan menunjukkan perlunya kebijakan yang adaptif 

dan tidak memberatkan. 
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B. Saran 

Berdasarkan temuan penelitian, peneliti memberikan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah Desa Sambikarto 

a. Pemerintah desa perlu melakukan pengawasan terhadap praktik 

pengupahan agar tidak menyimpang dari prinsip perlindungan tenaga 

kerja. 

b. Perlu dilakukan sosialisasi tentang peraturan ketenagakerjaan, 

termasuk standar upah minimum, serta prinsip-prinsip pengupahan 

menurut syariah Islam. 

2. Bagi Buruh Tani 

a. Diharapkan melakukan musyawarah untuk menetapkan standar upah 

yang disepakati bersama sehingga lebih mencerminkan asas kerelaan 

dan menghindari unsur ketidakadilan. 

b. Buruh dapat meningkatkan kompetensi melalui pelatihan atau 

kegiatan kelompok tani untuk memperkuat posisi tawar, sesuai 

anjuran Islam untuk meningkatkan kualitas kerja. 

3. Bagi Pemilik Lahan 

a. Disarankan meninjau kembali besaran upah agar lebih proposional 

dengan beban kerja serta memenuhi kebutuhan dasar buruh sesuai 

prinsip keadilan dan kelayakan dalam ekonomi Islam. 
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b. Perlakuan yang adil perlu diterapkan dengan tidak membedakan upah 

berdasarkan gender apabila beban kerja setara, sebagaimana tuntutan 

syariah tentang kesetaraan dan keadilan upah. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Peneliti lain diharapkan dapat memperluas objek penelitian ke desa 

lain untuk membandingkan model pengupahan buruh tani di pedesaan. 

b. Penelitian lebih lanjut dapat menganalisis dampak langsung 

rendahnya upah terhadap kesejahteraan keluarga buruh, termasuk 

aspek kesehatan, pendidikan dan sosial. 
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